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sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang 
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita 
(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas Hukum 
Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 
dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء hamzah ...‟.... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Zukira 
3 ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
.....أي ..  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tuisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا . 
namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubugkan 
dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan 
dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila 
terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت ta‟khuduna 
3. ؤىنا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز للها دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil‟a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau harakat yang diilangkan maka 
peulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. هيقشاسناسيخ ىهن للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa 
























 نيملعلا بر لله دمحلانا دهشاو للها لاا هلا لا نا دهشا .نيدلاو ايندلاروما ىلع نيعتسن هبو 
نيلسرملاو ءايبنلاا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو .للها لوسر ادمحم  هلا ىلعو دمحم انديس
.دعب اما .نيعمجا هبحصو 
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ANGGA BUDI SAPUTRO, NIM: 122121008 “ANALYSIS OF THE JUDGE‟S 
DECISION TOWARDS MARITAL PROPERTY DIVIDING IN EVENT OF 
DIVORCE” (a case study at Surakarta Religious Court in the year of 2015). 
Marriage is  god‟s creatures‟ nature behaviour to increase the numbers well. 
Marriage is not only for human but also for plants and animals. Thus, human is a 
thinking animal, marriage is one arranged culture to follow the human‟s culture 
development in society. 
According to the problems above, this research has a purpose to find how juridical 
and Islamic jurisprudence‟s view in accomp lishing marital property dividing in 
event of divorce in the case number: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska, and number: 
0013/Pdt.G/2015/PA.Ska about marital property dividing. This research is to find 
out the consideration and the cause of action which the judge used in the case as 
well. 
This research is a field  research which has a direct  observation to get the 
information needed  in arranging the data in Surakarta Religious Court. The result 
of this research is based on Act number 1 of 1974 and Compilation of Islamic  
Law article 97. 
This case of marital property could decide of each husband and wife‟s own 
property as well. The properties could be movable and immovable assets, and/or 
negotiable instruments.this marital property is ruled on Act number 1 of 1974. 
Those explanation above related to 2 (two) decision of Surakarta Religious Court 
in the year of 2015. The first decision is the court judgement number: 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska, deciding marital property between Mrs. Titik Sugiyati 
binti Soegiman Gito Raharjo (Plaintiff) with Mr. Drs. Sudjini, S.Sos.,M.Si bin 
Parto Ijoyo (Defendand). The second decision is  the court judgement number: 
0013/Pdt.G/2015/PA.Ska deciding the marital property between Mrs. Intan 
Pradita binti Suparmo (Plaintiff) with Mr. Rusmanto bin Karsam (Defendant). 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 
kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di 
kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. 
Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan 
merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan 
budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana 
budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat 
yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.
1
 
Perkawinan menurut Perundangan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 
1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah 
„ikatan antara seorang pria dengan wanita‟, berarti perkawinan sama dengan 
„perikatan‟.2 
Sebagai mana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak 
dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum 
                                                          
1
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,(Bandung: Mandar Maju, 2007), 
hlm. 1. 
2
 Ibid., hlm. 6-7. 
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malakukan akad nikah. Maksut barang bawaan adalah harta yang dibawa 
masing-masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan. 
Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan 
adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat 
berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. 
Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta 
bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII 
pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status 
harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan 




Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian di antara 
keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh 
Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. 
Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya 
tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta 
bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta 
notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai mana 
keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan. 
Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian bahwasanya Pengadilan 
Agama Surakarta selama tahun 2015 mengeluarkan 2 (dua) putusan yaitu 
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 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat,(Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm. 179-180. 
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Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska menetapkan harta bersama antara 
Titik Sugiyati binti Soegiman Gito Raharjo (Penggugat) dengan Drs. Sudjini, 
S.Sos.,M.Si bin Parto Ijoyo (Tergugat) dan Putusan Nomor: 
0013/Pdt.G/2015/PA.Ska menetapkan harta bersama antara Intan Pradita binti 
Suparmo (Penggugat) dengan Rusmanto bin Karsam (Tergugat). 
Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul 
“Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) 
Akibat Perceraian (Studi Putusan No.0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Studi 
Putusan No.0013/Pdt.G/2015/PA.Ska)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta 
bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam Putusan 
Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska? 
2. Bagaimana pandangan yuridis dan pandangan fiqh terhadap putusan Nomor: 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang dipergunakan 




2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis dan pandangan fiqh 
terhadap Perkara Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan 
Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska tentang pembagian harta bersama. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca, khususnya mengenai 
tentang perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan 
Agama Surakarta. 
2. Diharapkan penelitian  ini dapat memberikan ilmu syariah pada umumnya 
dan hukum keluarga pada khususnya serta informasi yang bermanfaat bagi 
masyarakat muslim dan lembaga seperti Pengadilan Agama, Pengadilan 
Negeri, dan Lembaga Bantuan Hukum, khususnya tentang Pembagian 
Harta Bersama. 
3. Dan untuk dijadikan bahan masukan bagi pengembangan penelitian 
berikutnya. 
 
E. Kerangka Teori 
Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan..., hlm. 6. 
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Keperluan hidup istri wajib ditanggung suaminya. Pernikahan juga 
berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan 
nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan 
siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga 
dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, 
manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang. 
Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia 
dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua 




Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 
Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, 
harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 
36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada 
Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kendatipun ada hak 
kepemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak 
tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami istri, sebagaimana yang 
berlaku dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerja sama) 
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 19-
20. 
6
 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih…, hlm. 180-181. 
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan 
pada Pasal 97, yaitu: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 





F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi Dwi Aryati, (Mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN 
Surakarta, 2000) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta 
Bersama Suami-Istri” dalam skripsinya membahas tentang kajian dalam 
Hukum Islam yang menerangkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 masalah harta bersama suami istri.
8
 
Skripsi Sri Haryati, (Mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN 
Surakarta, 2006) dengan judul skripsi “Kedudukan Harta Suami Yang 
Meninggal Bagi Seorang Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi 
Kasus PA. Surakarta)” di skripsinya membahas mengenai kajian kedudukan 
harta bawaan suami yang meninggal bagi seorang janda menurut Kompilasi 
Hukum Islam, dan beberapa faktor yang menyebabkan seorang janda dapat 
memiliki dan menguasai harta bawaan suami.
9
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 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama , KHI, hlm. 47-50 
8
 Dwi Aryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami-Istri”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal 
Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2000. 
9
 Sri Haryati, “Kedudukan Harta Suami Yang Meninggal Bagi Seorang Janda Menurut 
Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus PA. Surakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-
Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2006. 
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Skripsi Sulis Tyaningsih, (Mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN 
Surakarta, 2008), skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam di Indonesia 
Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi kasus 
Pengadilan Agama Surakarta tahun 2006-2007)”. Skripsi tersebut meneliti 




Skripsi Dwi Ambar, (Mahasiswa Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 1994), dengan judul “Hak Kebendaan Istri Dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Komperatif)”, Skripsi 
tersebut membahas tentang posisi harta benda seorang istri yang diperoleh 
selama dan sesudah terjadinya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 




Dan penulis disini juga akan melakukan penelitian terhadap masalah harta 
bersama, bagaimana penyelesaian harta bersama akibat perceraian di 
Pengadilan Agama Surakarta dan bagaimana putusan atau pertimbangan 
seorang Hakim dalam menyelesaiakan harta bersama akibat perceraian di 
Pengadilan Agama Surakarta, dengan menganalisis Putusan Nomor: 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
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 Sulis Tyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Tentang Pembagian Harta 
Bersama Akibat Perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 2006-2007)”, Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah STAIN Surakarta, 2008. 
11
 Dwi Ambar, “Hak Kebendaan Istri Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
Hukum Islam (Studi Komperatif)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari‟ah IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 1994. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan termasuk jenis penelitian literatur 
(kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan 
untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan data 
yang di laksanakan di Pengadilan Agama. 
2. Sumber data 
a. Data primer 
Data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Surakarta 
dengan sumber Putusan Perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan 
Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska tentang Pembagian Harta Bersama 
akibat Perceraian yang berupa dokumen berkas perkara. 
b. Data sekunder 
Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa hasil karya 
ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan 
skripsi Pembagian Harta Bersama. 
3. Teknik pengumpulan data 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku 
buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam metode ini penulis 
menggunakan, memeriksa dan meneliti berkas perkara berupa arsip-arsip 




4. Metode analisis data 
Metode deduktif yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu 
pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus. Bahwasanya pembagian harta bersama 
yang terdapat pada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam 
dianalisis dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta 
yaitu berupa berkas putusan perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan 
Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska  tentang pembagian harta bersama. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan skripsi ini lebih mudah dipahami maka penyusunan 
sistematikanya sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pola 
dasar yang didalamnya tercangkup bahasan, latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metode penelitiandan sitematik penulisan. 
Bab kedua, merupakan serangkaian yang memuat teori-teori yang terdiri 
dari; tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian 
perceraian,dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan-alasan 
perceraian, macam-macam perceraian, akibat perceraian. Dan tinjauan umum 
tentang harta bersama yang mencakup harta suami isteri (harta keluarga) 
menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan. 
10 
 
Bab ketiga, mengemukakan hasil penelitian yang meliputi, sejarah singkat 
Pengadilan Agama Surakarta, struktur organisasi Pengadilan Agama 
Surakarta, kopetensi Pengadilan Agama Surakarta, putusan terhadap kasus 
pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Surakarta. 
Bab keempat, menjelaskan tentang dasar hukum dalam menyelesaikan 
perkara di Pengadilan Agama Surakarta. 
Bab kelima, pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan akhir 




TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
Cerai atau perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri 
yang diatur menurut cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.
1
 
Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-
lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan 




Menurut bahasa kata talak berasal dari kata at-talaq yang artinya melepaskan 
dan meninggalkan suatu ikatan.
3
Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia yang 




Perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut “talak” atau “furqah” , adapun arti 
dari pada talak ialah: membuka iakatan membatalkan perjanjian. Sedangkan 
“Furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.Kemudian kedua kata itu 
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Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1989),hlm. 79. 
2
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2014),hlm. 225. 
3
Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1776-
1777. 
4
Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 3, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 1147. 
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dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara 
suami istri. 
Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum 
dan arti yang khusus.
5
 
Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik 
yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang 




Talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang di jatuhkan oleh pihak 
suami.Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-isteri itu ada yang 
disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak di sini dimaksudkan 




a. Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga.Adanya 
perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan 
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Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta, 






Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan perceraian keluarga Islam 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 49. 
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b. Perceraian Dalam Hukum Adat 
Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam 
hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat 
bersangkutan.Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang perceraian Islam 
dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut 
agama Kristen/Katolik dipengaruhi hukum Kristen/Katolik, yang menganut 
agama Hindu/Budha di pengaruhi Hindu/Budha. Sejauh mana pengaruh 
hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, 
dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda 




c. Perceraian Dalam Hukum Agama 
Menurut Hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian, dan 
karena percerain (Thalak, Khuluk, Fasakh, Akibat Syiqaq dan pelanggaran 
ta‟lik talak). Talak Dua, Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah 
Talak satu, Talak dua, Talak tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan, 
dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan.Baik talak lisan atau 
dengan tulisan jangan dibuat main-main, oleh karena jika sampai terucap kata 
talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleok lidah 
karena marah, bisa berarti jatuh talak satu pada isteri, demikian pendapat 
                                                          
9




sebagian ulama.Walaupun menurut mazhab Maliki dan Hambali Talak dengan 
olok-olok (main-main) itu tidak sah.Jadi kata talak atau cerai jangan dijadikan 
buah bibir kepada isteri.Kalau juga suami terlalu jengkel atau benci melihat 





1) Dasar Hukum Perceraian. 
Talak pada prinsipnya dilarang, kecuali benar-benar dalam keadaan 
mendesak, berdasarkan Hadist nabi SAW: 
.ٍقَلاَطُم ،ٍقاَّوَذ َّلُك للها َنَعَل 
Artinya: “ Allah Swt. melaknat tiap-tiap orang yang suka bergantipasangan 
dan suka menceraikan (istri).”11 
 
Para Ulama Fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak, apabila 
dilihatdarikeadaan rumah tangga talak bisa terjadi: 
a. Talak hukumnya wajib, apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah 
pihak, hanya dengan talaklah perselisihan itu dapat berakhir meskipun 
sudah didamaikan oleh pihak penengah (Hakim). Begitu juga talak yang 
dijatuhkan oleh suami yang meng-ilā’ istrinya (bahwa suami bersumpah 




 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,jilid 3, Terj. Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, 
(Jawa Barat:  Keira, 2015), hlm.399. 
15 
 




b. Talak hukumnya sunnah, jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau 
melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-
kewajiban agama. Atau istri sangat berlebihan dalam melalaikan hak-hak 




c. Talak hukumnya mubah (diperbolehkan), ketika ada keperluan untuk 
menjatuhkan talak tersebut, dalam artian apabila istri berperilaku jelek, 
tindakan yang tidak pantas buat suami, suami menderita lantaran tingkah 
laku istri atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. 
d. Talak hukumnya makruh, apabila tidak ada alasan sama sekali, dan 
seorang istri tidak melanggar suatu aturan.Karena hubungan suami istri 
merupakan perjanjian dan hubungan yang sangat kuat, sangatlah tidak 
layak apabila terjadi celah di dalamnya, dan hal itu tidak boleh dianggap 
remeh.
14




e. Talak hukumnya haram, talak yang dijatuhkan tanpa ada kebutuhan yang 
mendesak karena hal itu akan merusak kondisi kejiwaan suami istri, 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (jakarta: Cahaya Qur‟an, 2011), hlm 
36. 
13
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 217. 
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Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, hlm. 402. 
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Abu Daud, Sunan Abi Dawud, (Baerut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,1996), hlm. 120. 
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apabila suami tetap melakukan talak yang haram ini maka akan 




2) Rukun Perceraian 




a. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun talak adalah lafal 
yang menunjukkan pengertian talak, yaitu ungkapan yang dapat 
melepaskan ikatan perkawinan dan menghentikan seluruh hubungan 
suami istri. 
b. Ulama Mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hambali menyatakan bahwa rukun 
talak itu ada empat, yaitu suami yang menjatuhkan talak, istri yang 
ditalak, ada kehendak menjatuhkan talak, dan ungkapan yang 
digunakan. 
Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab Al-Jami’ fii 
Fiqh An-Nisa’ oleh M. Abdul Ghaffar, beliau mengklasifikasikan rukun talak 
menjadi 3 yaitu: 
a. Suami, yang mana selain suami tidak boleh mentalak. Hal ini sesuai 
dengan sabda Rasululloh SAW: 
 نىطقردلاو هجام نبا هاور( ِقاَّسلِاب َذَخَأ ْنَمِل ُقلاَطلا َا َّنَِّإ 




Ensiklopedi Hukum Islam ..., hlm. 1779. 
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Artinya : “Talak itu hanyalah bagi yang mempunyai kekuatan  (suami).”(HR. 
Ibnu Majah dan Daruquthni) 
 
b. Istri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah 
obyek yang akan mendapatkan thalak. Suami hanya berhak menjatuhkan 
talak. 
c. Lafadz atau ungkapan yang menunjukkan adanya talak, baik itu 
diucapkan secara langsung maupun ungkapan melalui sindiran dan 




3) Syarat-Syarat Perceraian 
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Telah baligh 
 Talak yang dijatuhkan anak kecil tidak sah, meskipun dia telah pandai. 
Demikian kesepakatan para ulama madzab kecuali: para ulama madzab 
Hambali. Para ulama Madzhab Hambali mengatakan bahwa talak yang 
dijatuhkan oleh anak kecil dinyatakan sah meskipun usianya belum 
mencapai sepuluh tahun. 
b. Berakal sehat 
 Talak yang dijatuhkan orang gila baik penyakitnya itu akut ataupun 
jadi-jadian, pada saat dia gila dan juga talak oleh orang yang sedang tidak 
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Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 437. 
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sadar dikarenakan sakit panas yang sangat tinggi sehimgga dia meracau 
maka talaknya tidak sah. 
c. Kehendak sendiri 
 Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang terpaksa 
(menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama madzhab 
dinyatakan tidak sah. 
d. Berniat menjatuhkan talak.19 
 
4) Macam-Macam Perceraian 
1. Cerai Talak 
Pada dasarnya esensi cerai talak itu khusus untuk yang beragama 
Islam, seperti yang diru,uskan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintahan No. 
9 Tahun 1975 yang berbunyi “seorang suami yang telah melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, 
mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi 
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan 
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Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 73. 
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P.P. No. 9 Tahun 1975. 
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2. Cerai Gugat 
Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu 
gugatan lebih dahulu yang dilakukan oleh pihak istri kepada pengadilan 




5) Akibat Perceraian 
a. Akibat Perceraian Dalam Perundangan 
 Menurut UU no. 1 Tahun 1974 apabila putus perkawinan karena 
perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan 
harta bersama.Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila memelihara dan 
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 
bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 
memberikan keputusannya.Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua 
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak 
kenyataanya tidak dapat member kewajiban tersebut maka Pengadilan 
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum 
terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk 
memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban 
kepada bekas isteri (pasal 41 abc).
22
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b. Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat 
Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus 
perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat 
hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, 
pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan 
terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta 
hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala 
sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan 
tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.
23
 
c. Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama. 
Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum 
Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban 
suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu: 
a. Memberi mut‟ah yang pantas berupa uang atau barang. 
b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas 
isteri dalam masa idah. 
c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi 
sampai ia dewasa dan dapat mandiri. 








Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan…, hlm.176. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama 
1. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan 
ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya 
hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.
25
 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia harta adalah barang-barang 
atau uang, sedangkan benda adalah barang-barang kekayaan.Kemudian harta 
bersama adalah harta yang diperoleh laki bini selama hidup berlaki bini.
26
 
Hukum Islam mengenal harta kekayaan dalam perkawinan atau 
syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri  atau bersama suami 
istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut 
harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.
27
 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama 
dijelaskan pada pasal 97, yaitu: Janda atau duda cerai hidup masing-masing 











 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2007), hlm. 407. 
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Departemen Agama RI,Kompilasi Hukum Islam, 2001. 
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2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Di dalam KUH Perdata (BW), tentang harta bersama menurut Undang-
undang dan pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri 
dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-
undang (Pasal 119-123), Bagian kedua tentang pengurusan harta bersama 
(Pasal 124-125) dan Bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta 
bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138).
29
 
Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 
Tahun 1974. Termuat dalam bab VII yang terdiri dari tiga Pasal, yaitu Pasal 
35, Pasal 36 dan Pasal 37. 
Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan, menjadi harta bersama. Ayat (2) menjelaskan bahwa harta 
bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan 
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 
Pasal 36 ayat (1) menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami 
atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2) bahwa 
mengenai harta bawan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak 
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 
Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena 
perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. 
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 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan…, hlm. 113. 
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Kalau kita memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa 
undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja mengenai, 
penjabarannya lebih lanjut didasarkan atas ketentuan lain. Adapun asas 
penting Undang-undang perkawinan yang berhubungan dengan hukum harta 
perkawinan adalah: 
a. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya pelaksanaan hukum harta 
perkawinan yang berbeda untuk golongan tertentu (Pasal 37) 
b. Asas monogami, dengan kemungkinan adanya poligami sebagai 
perkecualian (Pasal 3 ayat 1) 
c. Persamaan kedudukan antara suami istri, keduanya mempunyai hak dan 
kedudukan yang seimbang (Pasal 31 ayat 1) 
d. Istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak (Pasal 31 ayat 2) 
e. Harta yang diperoleh selama perkawinan masuk dalam harta bersama, 
kecuali yang diperoleh dari hibah atau warisan, yang jatuh diluar harta 
bersama (Pasal 35 ayat 1) 
f. Harta yang dibawa ke dalam harta perkawinan (dalam hukum Adat: harta 
asal) dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau dasar atas warisan tetap 
dalam penguasaan masing-masing yang membawa/memperolehnya (Pasal 
35 ayat 2) 
g. Dimungkinkan adanya penyimpangan atas bentuk harta perkawinan 
melalui perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dan 
24 
 
sepanjang perkawinan, asal dipenuhi syarat-syarat tertentu dimungkinkan 
adanya perubahan perjanjian kawin. 
h. Atas harta bersama suami istri dapat mengambil tindakan hukum atas 
persetujuan suami/istri (Pasal 36 ayat 1) 




Dari uraian di atas apabila kita simak pada Undang-undang No.1 Tahun 
1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, 
Harta bersama adalah harta yan didapat suami istri selama perkawinan (harta 
pencaharian). Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-
masing suami istri ke dalam ikatan perkawinan.
31
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PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA 
SURAKARTA 
 
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Surakarta 
1. Letak Geografis1 
Pengadilan Agama Surakarta berlokasi di Jalan Veteran No.273 Surakarta 
57115. Dasar pembetukannya adalah keputusan Raja Belanda tanggal 19 
Januari 1882 No.24 stbl 1882 No.152, tentang pembentukan Pengadilan 
Agama Jawa&Madura penghulu Agen. Wilayah hukumnya meliputi 5 
Kecamatan yaitu Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres 
yang mencakup 50 kelurahan. Mengenai batas wilayahnya, Surakarta 
berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di 
sebelah Utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur dan Barat, dan 
Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.  
2. Sejarah Pengadilan Agama Surakarta2 
Surakarta adalah bekas Daerah Swapraja. Daerah Kerajaan Jawa, pindahan 
dari kraton Kartosuro, yang ketika ada gegeran pemberontakan orang-orang 
Cina sehingga Keraton dapat diduduki oleh pemberontak, Keraton terpaksa 
dipindahkan dari Kartosuro ke desa Sala, yang kemudian dinamakan Surakarta 
Hadiningrat. Raja yang memerintah bergelar: Sri Susuhunan Pakubuwono 
Senopati Hing Ngalogo, Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Semula 
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wilayah kerajaannya meliputi juga wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tetapi 
setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan 
Raden Mas Said, atas Politik Belanda guna menghentikan pemberontakan 
tersebut, Kerajaan dipecah-pecah menjadi: 
1. Kasunanan Surakarta. 
2. Kasultanan Yogyakarta. 
Kemudian Daerah Kasunanan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu: 
Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah 
Mangkunegaran berstatus Adipati (Raja Muda) Mangkunegoro. 
Kerajaaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang mewarisi 
Pemerintahan Kerajaaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat 
Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut ”PENGULU“ susunan 
organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) yaitu: 
1. Pengulu Ageng 
2. Pengulu Kabupaten 
3. Pengulu Kecamatan/Kawedanan 
Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3
3
: 
1. Menjalankan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan ibadah, dsb. Dan 
berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjidan untuk mengurusi 
tempat ibadah (Masjid). 







2. Menjalankan Hukum Syara’ dalam Pengadilan Serambi menerima, 
memeriksa dan memutus perkara-perkara talak, warisan, wasiyat, 
perkawinan, pembagian harta gono-gini (harta bersama) dsb. 
3. Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan pekawinan 
serta bertindak sebagai Wali Hakim, dalam suatu lembaga yang diberi 
nama Yugosworo. 
Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 
No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura 
Pengulu Ageng di Surakarta dijabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. 
diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton 
Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 C/1883 M dan pada waktu di 
Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau (K. 
Pengulu Tafsir Anom ke V) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand 
dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. 
Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut.Dan sejalan 
dengan adanya perubahan Administrasi Teritorial Pemerintahan RI maka luas 
Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut mengalami 




1. Kotamadya/Dati II Surakarta. 
2. Kabupaten/Dati II Sukoharjo. 
3. Kabupaten/Dati II Karanganyar. 







Pada tahun 1962 di Kabupaten/Dati II Sukoharjo berdiri cabang 
Pengadilan Agama di Sukoharjo (lepas dari Pengadilan Agama 
Surakata).Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri 
Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar (lepas dari Pengadilan Agama 
Surakarta).Dengan adanya perubahan wilayah hukum tersebut dengan 
sendirinya berpengaruh pada volume perkara pada Pengadilan Agama di 
Surakarta. 




1. Pengadilan Serambi: Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (tahun 1738 M), 
hingga Stbl. 1882 No. 152. 
Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152, tentang pembentukan 
Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di Surakarta 
diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan yang bernama Pengadilan 
Serembi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta 
Hadiningrat. 
Adapun wewenangnya seperti tersirat dalam Sabda Raja Sinuwun 
Pakubuwono ke IX di Surakarta Hadiningrat sewaktu melantik K.R. 
Pengulu Tafsir Anom ke V. menjadi Pengulu Ageng di Kerajaan Surakarta 
Hadiningrat pada malam Jum’at tanggal 4 Sofar, tahun Dal, 1815 C/1883 
M, dangan kata-kata sebagai berikut (terjemahan dari bahasa Jawa): 







a. Kami lantik engkau, kami izinkan engkau menjalankan Hukum Syara’ 
dsb. Yang termasuk dalam bidang ibadah. Dan yang sekira pantas engkau 
percayakan kepada Abdi Dalem kami, Mutihan. Bidang ibadah seperti: 
Imam Jum’at, dan Imam Sholat berjama’ah dsb. 
b. Dan hukum kami yang kami limpahkan pada Pengadilan Seranbi seperti: 
Talak, warisan, Wasiyat, Perkawinan, atau barang Gono-gini, dlsb. 
Selanjutnya kami percayakan kepadamu ketentuan hukum yang 
seharusnya diterapkan menurut ijtihadmu serta kesepakatan ijtihad para 
ulama lainnya. 
c. Dan kami percayakan kepadamu tentang urusan Agama bagi rakyat kami 
semua. Hendaknya engkau mengusahakan pendidikan Agama menurut 
kemampuan kepada rakyat kami, begitu juga kepada orang-orang 
perdikan, kaum, dan lain-lain yang termasuk Abdi Dalem Mutihan. Dan 
juga tentang pengembangan serta kemajuan Agama Islam. Dan juga telah 
kami percayakan kepadamu menjalankan hukum agama menurut yang 
sebenarnya. Adapun hak wali Hakim dan urusan perkawinan dari kerabat 
Keraton yeng sudah teliti syarat-syaratnya pada hari ini juga kami 
percayakan kepadamu. Tentang izin perkawinan selanjutnya supaya 
berjalan seperti kebiasaan yang telah ada. Semua tugas jabatan seperti 
yang kami serahkan kepadamu tadi, hendaklah dikerjakan dengan teliti 






Adapun yang menjabat Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat, 
sejak pertama kali berdirinya Kerajaan yaitu pada abad ke XVIII (tahun 1738) 
Masehi, sejak pindahnya Keraton (Pusat Kerajaan) Jawa dari Kartosuro ke 
Surakarta, urut-urutannya adalah sebagai berikut
6
: 
a. Kanjeng Kyahi Pengulu Jalalain II. 
b. Kanjeng Kyahi Pengulu Muhammad Thohar Hadiningrat. 
c. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom Hadiningrat ke I. 
d. Kanjeng Kyahi Pengulu Mertoloyo. 
e. Kanjeng Kyahi Pengulu Sumemi (Tengah). 
f. Kanjeng Kyahi Pengulu Diponingrat III. 
g. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom II. 
h. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom III. 
i. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom IV. 
j. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom V. 
Pengadilan Serambi berkantor/bersidang mengambil tempat di Serambi 
Masjid Agung Surakarta (sebagian lokal yang ada di Masjid Agung Surakarta, 
yaitu di Pawestren bagian Utara).Baru sekitar tahun 1935 Pengadilan 
Agama/Pengadilan Serambi berkantor/bersidang di Yugosworo Gedung 
bangunan dari Kraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid 
Agung Surakarta. Sedangkan sarana perkantoran/persidangan menggunakan 
meja kursi sidang serta peralatan mebelair lain sekalipun masih sederhana. 
Alat tulis menulis telah menggunakn mesin tulis. 







2. Pengadilan Agama, Sejak Stbl 1882 No. 152 hingga masuknya Tentara 
Jepang: 
Staatbald tahun 1882 No. 152 keluar, sedang di Surakarta Peradilan 
Agama telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk Pengadilan 
Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Raja di Surakarta Hadiningrat. 
Pada tahun 1883 yang diangkat menduduki Jabatan Pengulu Ageng 
Kerajaan Surakarta Hadiningrat adalah Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir 
Anom ke V. tepatnya pada hari Kemis Wage tanggal 3 Sofar tahun Dal 
1815 C. 1). 
Dalam kedudukannya sebagai Pengulu Ageng yang dipercayai oleh 
Raja (tanliyah) untuk memeimpin Peradilan yaitu Pengadilan Serambi, 
pada tahun 1903 waktu di Kerajaaan Surakarta Hadiningrat dibentuk 
Pengadilan Landraad (Hindia Belanda) beliau di tunjuk menjadi Pengulu 
Ageng Hindia Belanda (S.K. Residen tanggal 7 Januari 1903). Tugasnya 
sebagai penasehat Majelis Hakim dalam hal menyangkut Hukum Agama. 
Juga pada tahun 1845 C/1913 di Surakarta di bentuk Pengadilan Nagari, 
beliau diangkat menjadi Lid (anggota) dari Pengadilan Nagari tersebut. 
Jabatan sebagai Pengulu Ageng Hindia Belanda di jalani selama 20 
tahun.Atas permohonannya sendiri beliau diberhentikan dengan hormat 
dari jabatan tersebut dengan S.K. Residen tanggal 17 Mei 1923 No.215. 
Sebagai pengganti jabatan Pengulu Ageng Hindia Belanda adalah 





sebelumnya beliau pada tanggal 26 Desember 1919 diangkat sebagai 
Lid/Anggota Pengadilan Agama, kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921 
beliau diangkat sebagai Ketua Pengulu Ageng Hindia Belanda. Pada 
tanggal 17 Mei 1923 beliau resmi diangkat menjadi Pengulu Ageng Hindia 
Belanda dan sebagai Ketua Pengadilan Agama. 
Dari keterangan diatas, menurut Pasal Stbl. 1882 No. 152 1937 No. 
116 dan 610.dengan sendirinya sebagai Ketua Pengadilan Agama, ada 
pemisahan tugas dan jabatan, yaitu
7
: 
1. Tugas Peradilan, yaitu Ketua Pengadilan Agama dan Pengulu ageng 
Hindia Belanda, disatu pihak, dan 
2. Tugas Pengulu, yaitu urusan Agama dan pada umumnya seperti urusan 
ibadah, perkawinan, perceraian dan ruju’ (N.T.R) dll. dipihak yang 
lain. Disamping itu, Pengulu Ageng masih diserahi tugas Peradilan, 
yaitu Pengadilan Serambi yang khusus untuk warga Kraton Surakarta. 
Sampai pada akhir zaman penjajahan Jepang di Surakarta selain 
Pengadilan Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Agama Kraton 
Surakarta, disamping tugasnya pada bidang urusan Agama, perkawinan 
dan kemesjidan dalam Lembaga yang di beri nama Yugosworo, 
Pengadilan Serambi yang dijalankan oleh Pengulu Ageng Kraton 
Surakarta itu hanya khusus kerabat Kraton Surakarta. 







Pengadilan Agama di Surakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 
tanggal 17 Agustus 1945, sampai pada agresi Belanda yang ke II tahun 
1948 keadaannya sebagai berikut
8
: 
1. Gedung/Kantor masih menempati di gedung lama (ex Yugosworo). 
2. Ketua/Wakil Ketua masih dilakukan oleh Bapak Abdus Salam, adjunct 
Pengulu pada Kantor Urusan Agama Surakarta. 
3. Personalia ada tambahan beberapa pegawai limpahan dari Pengadilan 
Serambi, a.l. Bapak K. Mursidi. 
4. Volume perkara rata-rata satu bulan masih sekitar 20 perkara. 
5. Ketua dan pegawainya menjadi pegawai dibawah lingkungan 
Kementrian Agama. 
Pada tahun 1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer ke 
dalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di 
Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan 
Agama di Surakarta juga dalam keadaan gerilya. Selama masa 
pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetep melakukan tugas 
peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan oleh Pemerintah 
RI dalam gerilya, Pengadilan Agama diserahi kekuasaan untuk memeriksa 
dan memutus perkara waris dari orang-orang yang beragama Islam. 
Adapun gedung/kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan 
tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres 
(Surakarta Timur). 







Pada sekitar tahun 1956/1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah 
tempat ke Balai Agung, satu komplek dengan Kantor Urusan Agama 
(Kandepag) Kodya Surakarta, letaknya di Alun-alun Utara Surakarta. 
Pada tahun 1962 terjadi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan 
berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo, maka wilayah 
yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten. 
Pada tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan 
berdirinya Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak tahun 
tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal 
Kotamadya/Dati II Surakarta saja. 
Pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September/PKI 
atau pemberontakan PKI Pengadila Agama Surakarta menempati gedung 
bekas tempat SOBSI yaitu di Alun-alun Utara KUP.18 Surakarta (sebelah 
selatan Gapura Mesjid Agung Surakarta). Ketika Pengadilan Agama 
Surakarta menempati gedung bekas SOBSI mendapat penambahan 
perlengkapan meubelisir milik SOBSI. 
Bulan Maret 1966 terjadi banjir besar yang melanda Kota Surakarta, 
tidak luput Kantor Pengadilan Agama Surakarta kemasukan air bah hingga 
setinggisatu meter. Akibatnya banyak arsip-arsip yang hanyut hilang/rusak 
dan beberapa perlengkapan/meubelair yang juga rusak karenanya. 
Sejak tahun 1970 sejalan dengan dimulainya Pelita I sampai dengan 





peningkatan baik di bidang personil prasarana dan sarananya maupun 
volume perkara. 
Sejak lahirnya UU. No. 1/1974, tentang perkawinan dan sejak 
berlakunya UU tersebut secara effektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka 
volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata-rata 
dalam satu bulan sebanyak 15-20 perkara, meningkat sebanyak 3-4 kali 
menjadi rata-rata 45-55 perkara setiap bulan. 
Pada tahun Anggaran 1978/1979 Pengadilan Agama Surakarta 
mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan 
Agama seluas 150 m
2
.dan untuk keperluan pembangunan itu oleh 
Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang 
tanah seluas 741 m
2
, yaitu bekas tanah perkuburan di Jl. Veteran No. 
169/C Surakarta. (sekarang JL. Veteran No. 273 Surakarta) Bersamaan itu 
juga diberikan anggaran pengadaan peralatan mebelair seperti meja, kursi 
sidang, almari, dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang 
Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama 
Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru. 
3. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Surakarta.9 
NAMA    MASA JABATAN 
- KH. Mc. SJUKURI LUTHFI   : Tahun 1964-1976 
- KH. MURSIDI    : Tahun 1976-1979 
- Drs. H. ACHMAD SLAMET   : Tahun 1980-1987 
- Drs. H.WILDAN SUYUTHI   : Tahun 1988-1994 
- Drs. H. SUYAMIN    : Tahun 1994-1998 
- Dra. Hj. DURRAH BARAJA,SH.M.Hum : Tahun 1998-2004 







- Drs. H. TURIMAN,SH   : Tahun 2004-2006 
- Drs. H. ANWAR SHOLEH,M.Hum  : Tahun 2006-2007 
- Drs. H. MUH. HIDAYAT,SH.,MH  : Tahun 2007-2008 
- H. HUMAM ISKANDAR, SH  : Tahun 2009-2010 
- Drs. CHAZIM MAKSALINA,MH  : Tahun 2010-2012 
- Drs. H. MA'MURI, SH.MSI   : Tahun 2013-2014 
- Drs. ABDUL QODIR, SH, M.H  : Tahun 2014-sekarang 
 
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta10 
V I S I 
Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan 
masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah SWT. 
M I S I 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang di 
ajukan oleh umat islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, infaq, sadaqoh dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya 
ringan. 
 
B. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Surakarta 
1. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Surakarta11 
Berdasarkan KMA Nomor 004/SK/II/1992, Struktur organisasi Pengadilan 
Agama Surakarta adalah sebagai berikut: 
- Ketua Pengadilan Agama  : Drs. Abdul Qadir, SH, MH. 
- Wakil Ketua Pengadilan Agama : Drs. Mahmudin, SH, MH. 
- Majelis Hakim   :-Drs. Hj. Choiriyah. 









-Drs. H. Ali Widodo. 
-Drs. Jayin, SH. 
-Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum. 
-Elis Rahmahwati, S.HI, SH, MH. 
- Panitera/Sekretaris   : Rokhmadi, SH. 
- Wakil Panitera   : M. Munir, SH, MH. 
- Wakil Sekretaris   : Bambang Sutiyo, SH. 
- Panitera Muda Gugatan  : Wiwik Dwi Hariani. 
- Panitera Muda Hukum  : Arif Rohman. 
- Panitera Muda Permohonan  : Tri Murti. 
- Kep. Bagian Umum   : Anis Fuadah, SH. 
- Kep. Bagian Keuangan  : Dra. Zumtini Mustofiyah, SH. 
- Kep. Bagian Kepegawaian  : Fitri Sayekti, ST., SH. 
- Staff     :-Taufiq Nur Rachman. 
-Suyanto. 
-Sukarmin. 
- Panitera Pengganti   : Masykuri, SH. 
-Gigih Nuryahdi, SH. 
-Slameto, SH. 
- Jurusita/Jurusita Pengganti  :-Semin. 
-Makarin. 
-Suparno. 





-Sri Muhammad Kusumantoko,S.HI 
-Topo Cipto Nugroho, A.Md. 
 
2. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Surakarta12 
PENGADUAN 
Syarat Pengaduan, Pengadu harus mencantumkan dan memiliki; 
- Identitas jelas, meliputi: nama, alamat, contact person/no. Telp. 
- Menyampaikan/membawa/melapirkan data serta bukti-bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
- Tatacara Pengaduan sebagai berikut: 
a. Adukan melalui Meja Informasi. 
b. Atasan PPID akan memberikan tanggapan tertulis disampaikan 
kepada Petugas Informasi dengan tembusan kepada PPID selambat-
lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak keberatan dicatat 
dalam register keberatan. 
c. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari 
atasan PPID, maka Petugas Informasi harus memberitahukan 
Putusan Atasan PPID tersebut kepada Pemohon. 
d. Pemohon informasi yang merasa tidak puas dengan putusan, dalam 
mengajukan keberatan ke Komisi informasi paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah putusan atasan PPID diterima. 







- Hal-hal yang perlu diadukan dan yang akan diproses dalam menu 
pengaduan di Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut: 
Pelayanan: 
a. Pelayanan proses berperkara di Pengadilan Agama Surakarta. 
b. Pelayanan persidangan di Pengadilan Agama Surakarta. 
Pelanggaran: 
a. Pelanggaran disiplin kerja pegawai Pengadilan Agama Surakarta. 
b. Pelanggaran pelaksanaan tugas pejabat Pengadilan Agama Surakarta. 
c. Perselisihan/ pertengkaran yang menyangkut petugas/ pegawai 
pengadilan. 
d. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengn sengaja atau 
kelalaian   dan ketidak pahaman. 
Pungutan Liar: 
a. Pungutan Liar oleh Petugas di Kantor Pengadilan Agama Surakarta. 
b. Pungutan Liar oleh Petugas di Luar Kantor Pengadilan Agama 
Surakarta. 
Seluruh pengaduan yang berkenaan dengan persoalan tersebut di atas dapat 
disampaikan melalui beberapa cara, antara lain: 
1. Datang langsung di Pengadilan Agama Surakarta pada setiap hari kerja 
Senin s/d Kamis pukul 07.30 s/d 16.00 WIB, Jum’at pukul 07.00 s/d 16.00 
dan mengadukan persoalan baik secara langsung (berbicara) atau tertulis 
yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan 





menguatkan aduannya tersebut. Apabila pengaduan dikirim melalui pos 
dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi 
amplop tersebut adalah surat pengaduan dengan menulis kata 
“PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA” di 
bagian kiri atass amplop. 
2. Melalui telepon atau fax di 0271-636270. 
3. Layanan informasi perkara dan pengaduan di Pengadilan Agama Surakarta 
dapat dilayani melalui: 
a. Email pengaduan di pengaduan (pasurakarta@yahoo.com) 
b. WhatsApp (WA): 08121505265 atau dapat juga melalui BBM: 
5A5D7190. Dengan cara ketik: #kodeinfo#Noperkara.  
Kode Info: 
a. #1: Info Perkara Baru. 
b. #2: Biaya Perkara. 
c. #3: Jadwal Sidang. 
d. #4: Status Perkara. 
e. #5: Akta Cerai. 
f. #6: Pengaduan. 
g. #7: Panggilan. 
4. Penerimaan Pengaduan 
a. Pengadilan Agama Surakarta akan menerima setiap pengaduan yang 





b. Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan penjelasan mengenai 
kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat 
mengajukan pengaduan. 
c. Pengadilan Agama Surakarta akan memberikan tanda terima, jika 
pengaduan diajukan secara tertulis. 
d. Pengadilan Agama Surakarta hanya akan menindak lanjuti pengaduan 
yang mencantumkan identitas pelapor. 
e. Pelapor sedapat mungkin mencantumkan identitas dan mengirimkan 
atau menyertakan bukti yang dapat menguatkan aduannya tersebut. 
Namun demikian selama informasi dalam pengaduan benar dan 
memliki dasar yang kuat, pengaduan tersebut akan tetap di tindak 
lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas 
(076/KMA/SK/VI/2009 Bab VIB poin 2) 
f. Setiap data dan identitas yang diberikan oleh pelapor akan 
dirahasiakan. 
























Pengaduan diterima Kantor Pengadilan Agama  Surakarta pada hari 
Senin sampai Kamis Mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB dengan cara: 
a. Via Telpon (0271) 636270. 
b. Via Pos ke alamat Kantor Pengadilan Agama Surakarta, Jl. Veteran 
No. 273 Surakarta Kodepos 57155. 
c. Melalui email pengaduan: Pengaduan (pasurakarta@yahoo.com) 
d. Datang langsung ke meja Pengaduan Kantor Pengadilan Agama 
Surakarta Jl. Veteran no. 273. 
6. Alur Pendaftaran dan Persidangan 
a. Membayar uang panjar biaya perkara. 
b. Mendaftar disertai dengan surat gugatan/permohonan. 
c. Mendapatkan SKUM. 
d. Perkara disidangkan. 
e. Para pihak diberi kesempatan untuk Mediasi terlebih dahulu. 
f. Jika Mediasi tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan. 
g. Proses persidangan. 
h. Sidang diputus oleh Hakim. 
 
C. Pola Penyelenggaraan Administrasi Perkara 




Prosedur Penerimaan Perkara: 







a. Meja Satu: 
1) Menerima gugatan, permohonan perlawanan (verset), pernyataan 
banding kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan 
dan pengarsipan biaya perkara dan eksekusi. 
2) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga 
dan menyerahkan SKUM tersebut pada calon penggugat/pemohon. 
3) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan pada calon 
penggugat/pemohon. 
b. Kasir: 
1) Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya 
eksekusi dari pihak calon penggugat/pemohon berdasarkan SKUM. 
2) Membukukan penerimaan uang panjar, biaya perkara, dan biaya 
eksekusi dalam jurnal penerimaan uang. 
3) Mengembalikan tindasan asli pertama SKUM pada calon 
penggugat/pemohon setelah dibubuhi cap/tanda lunas. 
4) Menyerahkan biaya perkara atua biaya eksekusi yang diterima pada 
bendahara perkara dan dibukukan dalam buku jurnal. 
c. Meja Dua: 
1) Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan 
dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah sekurang-
kurangnya empat untuk keperluan masing-masing hakim. 






3) Menerima tindakan pertama SKUM dari calon penggugat/pelawan/ 
pemohon. 
4) Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register 
yang bersangkutan serta pemberian nomor register pada surat gugatan 
atau permohonan tersebut. 
5) Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang 
telah biberi nomor register pada penggugat/pemohon. 
6) Surat gugatan/permohonan asli dimasukkan dalam sebuah map khusus 
dengan melampirkan tindasan pertama dalam surat-surat yang 
berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut, disampaikan pada 
Ketua Pengadilan Agama melalui panitera. 
7) Mendaftar mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan tinggi 
Agama/Mahkamah Agung, dalam sebuah buku register yang 
bersangkutan. 
d. Meja Tiga: 
1) Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi 
Agama/Mahkamah Agung pada yang berkepentingan. 
2) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama pada pihak yang 
berkepentingan. 
3) Menerima memori/contra memori banding, memori/contra memori 
kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali, dan lain-lain. 





 Terhadap putusan yang dimohonkan banding, berkas perkara 
dijahit dan disusun sebagai berikut: 
1. Bundel A (Arsip Pengadilan Agama) 
a. Surat gugatan penggugat/surat permohonan pemohon. 
b. Penetapan penunjukkan Majelis Hakim. 
c. Penetapan hari sidang. 
d. Relaas-relaas penggilan. 
e. Berita acara sidang. 
f. Surat kuasa dari kedua pihak (bila ada). 
g. Penetapan sita conservatoir/revindicatooir (bila ada). 
h. Berita acara sita conservatoir/revindicatooir (bila ada). 
i. Berita acara eksekusi (bila ada). 
j. Lampiran surat-surat yang diajukan oleh kedua pihak (bila ada). 
k. Surat-surat bukti penggugat (diperinci). 
l. Surat-surat bukti tergugat (diperinci). 
m. Tanggapan bukti-bukti tergugat dari penggugat (bila ada). 
n. Tanggapan bukti-bukti penggugat dari tergugat (bila ada). 
o. Berita acara pemeriksaan setempat (bila ada). 
p. Gambaran situasi (bila ada). 
q. Surat-surat lainnya (bila ada). 
2. Bundel B (Arsip Pengadilan Tinggi Agama) 
a. Salinan putusan Pengadilan Agama. 





c. Akta pemberitahuan banding. 
d. Pemberiatahuan penyerahan memori banding/contoh memori 
banding. 
Nb: Putusan dijilid tersendiri dan disampaikan dalam berkas perkara 
bersama-sama bundel di Pengadilan Agama. 
 
Tahap Persiapan. 
Prosedur Penerimaan Perkara biasa  
1. Sub kepaniteraan permohonan/gugatan mempelajari kelengkapan dan 
mencatat semua data-data perkara yang baru diterimanya dalam buku 
penerimaan tentang perkara, kemudian menyampaikannya kepada 
panitera dengan melampirkan semua formulir-formulir yang 
berhubungan dengan pemeriksaan perkara. 
2. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu 
kepada ketua pengadilan agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang 
bersangkutan untuk mencatatnya dalan buku register perkara. 
3. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugat diterima 
dibagian kepaniteraan, panitera harus menyerahkan kepada ketua 
pengadilan agama, yang selanjutnya ketua pangadilan agama mencatat 
dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian 
menyampaikan kembali berkas-berkas perkara tersebut kepada panitera 





harus dilakukan dalam waktu sepuluh (10) hari sejak 
gugatan/permohonan didaftarkan. 
4. Panitera menyarahkan berkas perkara yang diterimanya dari ketua/wakil 
ketua pengadilan kepada ketua pengadilan agama kepada majelis hakim 
yang bersangkutan. 
5. Panitera menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti untuk 
perbantuan pada majelis/hakim yang bersangkutan. 
 
3. Prosedur Penerimaan Permohonan Banding14 
Dalam batas waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan 
atau diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketika diucapkan 
putusan itu, para pihak atau pemohon dapat mengajukan (permohonan banding 
atas putusan itu kepada panitera pengadilan agama bagi yang bersangkutan). 
Batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 hari setelah putusan 
pengadilan agama diumumkan, panitera wajib pula menerima dan mencabut dan 
bila diperkenankan kepadanya untuk menolak permohonan banding alasan waktu 
telah lewat. 
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh panitera yang menyelenggerakan 
permohonan banding: 
1. Sebelum permohonan banding dicatat, pemohon (pembanding) sudah 
harus melunasi panjar biaya banding, yang dibuktikan dengan tanda bukti 
pembayaran. 







2. Permohonan banding yang telah memenuhi syarat administrasi harus 
dibuatkan dalam bentuk atau permohonan/pernyataan banding. 
3. Dalam hal permohonan banding itu sudah lewat batas waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang. Panitera harus membuat surat keterangan 
panitera. 
4. Dalam waktu tujuh hari setelah permohonan banding diterima, kepada 
pihak lawan garus diberitahukan adanya permohonan banding itu, yang 
dinyatakan dalam akta pemberitahuan permohonan banding. 
5. Dalam hal diterima pula memori/contra memori harus dicatat tanggal 
penerimaanya, selanjutnya dalam salinannya disampaikan/diserahkan 
padapihak lawannya masing-masing, dinyatakan dalam akta 
penyerahan/pemberitahuan memori banding. 
6. Sebelum berkas banding disampaikan/dikirim ke Pengadilan Tinggi 
Agama, kepada kedua pihak diberikan kesempatan untuk 
membaca/mempelajari/memeriksa berkas perkara, dan kejadian itu 
dituangkan pula dalam akta membaca/mempelajari/memeriksa berkas 
perkara. 
7. Berkas perkara banding yang disampaikan/dikirim ke Pengadilan tinggi 
Agama dijilid dengan baik, dalam bentuk dan urutan sebagaimana 
ditentukan dimuka (bundel A dan B). 
8. Dalam waktu satu bulan sejak permohonan banding diterima, berkas 






9. Berkas perkara banding yang dikirim melalui kantor pos harus dikirim 
dengan pos daftar/tercatat, sedangkan yang disampaikan dengan 
ekspedisi/tanda penerimaan, untuk menghindari hilangnya berkas perkara. 
10. Biaya pemeriksaan biaya banding ke Pengadilan Tinggi tingkat Agama 
harus disampaikan melalui bank pemerintah atau wesel pos bersamaan 
dengan menyampaikan/pengiriman berkas perkara. 
 
4. Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi15 
a. Para pihak setelah menerima putusan tingkat banding diberi kesempatan 
14 hari untuk menyatakan kasasi. 
b. Bila diantara pihak akan mengadakan kasasi, maka pada pemohon kasasi 
membayar biaya kasasi di Bank Rakyat Indonesia. 
c. Panitera baru akan menerima perkara kasasi tersebut bila: 
d. Masih dalam waktu empat belas hari. 
e. Bukti setoran kwitansi biaya perkara kasasi Mahkamah Agung. 
f. Selanjutnya Panitera yang menangani perkara tersebut memberitahukan 
secara tertulis pada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari sejak 
diterimanya permohonan kasasi. 
g. Pihak pemohom kasasi membuat memori kasasi sebanyak tiga rangkap 
dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi dicatat dan 
didaftar. 







h. Panitera tersebut membuat tanda terima atas penerimaan memori kasasi 
dan menyampaikan salinan memori kasasipada para pihak dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 hari dengan membuat tanda terima penyerahan. 
i. Pihak lawan diberi kesempatan untuk menjawab/membuat jawaban 
(contra memori) kasasi dalam tenggang waktu empat belas hari sejak 
diterimanya memori kasasi tersebut. 
j. Panitera menerima contra kasasi dengan bukti tanda terimanya. 
k. Selanjutnya Panitera tersebut mengirimkan berkas permohonan kasasi ke 
Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari.Berkas tersebut berisi: 
Bundel I, terdiri dari: 
1) Surat pengantar 
2) Daftar isi 
3) Pemberitahuan keputusan isi bandingpada pihak-pihak berperkara 
4) Akta permohonan kasasi 
5) Pemberitahuan permohonan kasasi pada pihak lawan 
6) Memori kasasi 
7) Tanda terima memori kasasi 
8) Tanda terima memori kasasi 
9) Surat keterangan tidak mengajukan surat kuasa khusus, bila perlu, 
bagi pemohon dan termohon 
10) Pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi pada pihak lawan 
11) Contra kasasi 





13) Salinan resmi putusan pengadilan agama 
14) Salinan resmi putusan pengadilan tinggi agama 
15) Bukti pengiriman biaya kasasi 
 
Bundel II, terdiri dari: 
1) Penetapan majelis hakim 
2) Penetapan hari sidang 
3) Berita acara sidang 
4) Panggilan-panggilan sidang 
5) Bukti-bukti dari permohonan banding dan kasasi 
6) Asli surat gugat 
7) Memori dan contra memori 
8) Lain-lain 
 
5. Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali16 
a. Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak 
yang berperkara, atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara 
khusus dikuasakan untuk itu, ke Mahkamah Agung secara lisan/tertulis 
melalui pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. 
b. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 180 hari 
setelah putusan/penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sejak 
ditemukan bukti-bukti baru. 







c. Permohonan Peninjauan Kembali harus membayar pada Panitera 
Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 
selanjutnya Panitera wajib menyetorkan biaya tersebut ke Mahkamah 
Agung melalui BRI setempat. 
d. Panitera setelah menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan biaya, 
wajib membuat Akta Peninjauan Kembali serta memasukkan dalam buku 
register. 
e. Panitera wajib selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberitahukan 
tentang PK pada pihak lawan dengan memberi/mengirimkan salinan 
permohonan PK serta alasan-alasannya pada pihak lawan. 
f. Pihak lawan dapat mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu 30 hari 
setelah tanggal diterimanya permihinan PK. 
g. Setelah jawaban diterima Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, 
Panitera wajib membubuhi cap tanggal hari diterimanya jawaban PK 
tersebut diatas surat jawaban. 
h. Berkas perkara PK dan bukti pembayarannya oleh Panitera dikirim ke 
Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 
i. Berkas perkara PK yang disampaikan ke Mahkamah Agung dijilid/ 
disusun dengan baik, dalam urutan sebagaimana ditentukan di muka 








6. Prosedur Pelaksanaan Persidangan 
a. Tugas Pelaksanaan Sidang17 
Tugas dari Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
Hakim: 
1) Tugas pokok (yusticia) 
a) Membantu pencari keadilan (Pasal 3 (2) UU 14/1070). 
b) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 (2) UU 14/1970). 
c) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR/Pasal 154 
RBg). 
d) Memimpin persidangan (Pasal 15 (2) UU 14/1970). 
e) Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 184 (3), Pasal 186 (1) HIR). 
f) Mengawasi pelaksanaan Putusan (Pasal 33 (2) UU 14/1970). 
g) Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (Pasal 27 (1) UU 
14/1970). 
h) Mengawasi penasehat hukum. 
2) Tugas non yusticial: 
a) Memberikan penyuluhan hukum. 
b) Melayani riset untuk penyuluhan hukum. 
c) Melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal. 
3) Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara: 







a) Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan 
dan dalam duduk perkara pada putusan hakim. 
b) Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di dalam 
surat putusan. 
c) Dituangkan dalam putusan amar. 
Panitera: 
1) Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil panitera, panitera 
muda, dan panitera pengganti. 
2) Membantu hakim dengan menghadiri jalannya sidang di pengadilan, 
membantu putusan atau penetapan majelis. 
3) Menyusun berita acara persidangan. 
4) Melaksnakan putusan dan penetapan pengadilan. 
5) Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan. 
6) Membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7) Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara putusan, 
dokumen, akte, buku daftar biaya, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti 
dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan. 
8) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir. 
9) Membuat akta. 
10) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 





12) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan 
peninjauan kembali. 
13) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang 
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. 
14) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan ke Ketua Pengadilan 
Agama. 
15) Membuat akta cerai. 
Juru Sita: 
1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 
Agama, Ketua sidang, dan panitera. 
2) Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan putusan 
pengadilan menurut cara-cara bedasarkan ketentuan undang-undang. 
3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan teliti dan 
melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah 
bila menyita tanah. 
4) Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan pada para 
pihak yang berkepentingan. 
5) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang 
salinan resminya disampaikan pada para pihak yang berkepentingan. 
6) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat 
berita acaranya. 





8) Panitera karena jabatannya adalah juga sebagai pelaksana dari tugas 
kejurusitaan, maka tugas dan tanggung jawabnya serta tata kerjanya diatur 
dalam keputusan ketua pengadilan agama No. KMA/055/SK/X/1996 tanggal 
30 Oktober 1996. 
 
b. Proses Persidangan18 
Penerimaan Perkara: 
1) Para pencari keadilan yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan, 
telebih dahulu mendaftar di meja satu. Oleh petugas meja satu diterima 
surat gugatan atau permohonan, lalu ditaksir biaya perkara kemudian 
dibuat SKUM. 
2) Setelah menerima SKUM pencari keadilan datang ke kasir untuk 
membayar biaya panjar perkara, petugas kasir menerima dan 
menandatangani SKUM lalu memberi nomor pada SKUM dan tanda 
lunas. 
3) Petugas dimeja tiga mendaftar gugatan atau permohonan lalu memberi 
nomor perkara sesuai nomor SKUM. Setelah itu berkas perkara diserahkan 
pada ketua PA melalui panitera/wakilnya. 
4) Berkas perkara yang telah diterima ketua PA dipelajari, kemudian ketua 
PA membuat Penetapan Majelis Hakim. 
5) Panitera membuat penetapan panitera pengganti dan menyerahkan berkas 
perkara pada Majelis Hakim. 







6) Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara serta 
menentukan hari sidang, kemudian memerintahkan pada juru sita untuk 
memanggil para pihak yang berpekara. Setelah itu Majelis Hakim 
memeriksa dan memutus perkara. 
7) Setelah pekara diputus oleh Majelis Hakim, meja tiga menerima berkas 
perkara yang telah diputus oeleh Majelis Hakim. Lalu memberikan 
putusan pada para pihak yang tidak hadir lewat juru sita. 
Prosedur Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Agama Surakarta adalah 
sebagai berikut: 
1) Prosedur Tingkat Pertama Cerai Talak. Langkah-langkah yang harus 
dilakukan Pemohon (suami) atau kuasanya: 
2) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo Pasal 66 UU 
No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 3 
Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009). 
3) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara membuat surat permohonan 
(Pasal 119 HIR, 143 RBg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana 
diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 
2009) 
4) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan 
petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada 





5) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo Pasal 66 UU 
No. 7 Tahun 1989). 
6) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara membuat surat permohonan 
(Pasal 119 HIR, 143 RBg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989): 
7) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan 
pentitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada 
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. 
8) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan 
pentitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada 
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. 
9) Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah 
syar’iyah: 
10) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 
ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); 
11) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati 
bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada 
pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); 
12) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan 
kepada pengadilan agama/syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi 





13) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka 
permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah 
yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan 
atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4)UU No. 7 
Tahun 1989). Permohonan tersebut memuat: 
a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan 
Termohon; 
b) osita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan 
harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan 
cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) 
UU No. 7 Tahun 1989). 
e) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) 
RBg jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu 
dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 
RBg). 
 
c. Prosedur Penyelesaian Perkara: 
1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/ 
mahkamah syar’iyah. 
2) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah 





3) Tahapan persidangan: 
a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan 
kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 
82 UU No. 7 Tahun 1989); 
b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah 
pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA 
No. 2 Tahun 2003); 
c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan 
dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, 
pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum 
pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat 
balik) (Pasal 132 a HIR, 158 RBg); 
d) Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah atas permohonan 
cerai talak sebagai berikut: 
e) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat 
mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah 
tersebut; 
f) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui 
pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut; 
g) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan 
baru. 
h) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh 





i) Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah menentukan hari sidang 
penyaksian ikrar talak; 
j) Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah memanggil Pemohon dan 
Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; 
k) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang 
penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar 
talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan 
tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan 
hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989). 
l) Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta 
Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat 
(4) UU No. 7 Tahun 1989) 
 
B. Putusan Terhadap Kasus Pembagian Harta Bersama di Pengadilan 
Agama Surakarta. 
Dari pemohon pembagian harta bersama di Pengadilan Agama 
Surakarta, penulis akan meneliti Putusan: 
1.Perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
2.Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
Adapun penjelasan penetapan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 





Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan menyelesaikan 
suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Surakarta telah 
berhasil mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap surat gugatan yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register 




Adapun pihak-pihakyang berperkara dalam masalah harta bersama 
ini sebagai berikut: 
Titik Sugiyanti binti Soegiman Gito Raharjo, umur 56 tahun, 
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 
Malabar Utara IV No.09 RT.01 RW.15 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan 
Jebres, Kota Surakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 
September 2015 telah memberikan kuasa kepada Sri Sumanta, S.H. dan 
Retno Evi Arini, S.H., Keduanya adalah Advokat pada “Sumareva & 
Asosiciates” yang berkantor di Jalan Rajiman No.426, Laweyan, 
Surakarta, Jawa Tengah, sebagai “Penggugat”, 
MELAWAN 
Drs. Sudjini, S.Sos., M.Si bin Parto Ijoyo, umur 62 tahun, agama 
Islam, pekerjaan pension PNS., tempat tinggal di Jalan Malabar Utara IV 
No.15 RT.01 RW.15 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota 
Srakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Nopember 2015, telah 
memberikan kuasa kepada Suparno Hadisaputro, S.H., M.Si, Advokad, 
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 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska, Putusan ini 
sudah berkekuatan hukum berdasarkan data administrasi di Pengadilan Agama Surakarta, 





yang berkantor di Jalan Srigunting No.7 Gremet RT.05 RW.XI, Manahan, 
Surakarta, sebagai “Tergugat”; 
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah membaca berkas perkara ini; 
Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di 
persidangan; 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa dengan suratnya tanggal 23 September 2015 
Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama, gugatan tersebut telah 
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor: 




Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang 
menikah pada tanggal 16 April 1978 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 
111/18/V/1978 yang dikeluarkan oeleh Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Serengan Kota Surakarta; 
Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama: 
IKA HARMYASTUTI yang lahir di Surakarta pada tanggal 10 Mei 1980; 
DWI HARMYASTUTI yang lahir di Surakarta pada tanggal 26 September 
1983. 







Bahwa selain dikaruniai 2 (Dua) orang anak, selama perkawinan 
antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama/gono gini, 
berupa: 
1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang dibeli 
pada tahun 1997 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3538 
atas nama Drs. Sudjini suami Ny. Titik Sugiyati yang terletak di Jl. 
Malabar Utara IV No. 9 RT 01/15 Kelurahan Mojosongo Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 99 M2, yang saat ini 
secara de factor tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat 
tetapi dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-
batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah kosong 
Sebelah Timur  : Rumah Bp. Misri/Bp. Tennis Sugiyanto 
Sebelah Selatan  : Jalan Kampung 
Sebelah Barat  : Rumah Bp. Suhapso 
2. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 3826 atas nama Sudjini 
(Tergugat) yang terletak di Jl. Malabar Utara IV No. 15 Kelurahan 
Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan luas kurang 
lebih 90 M2, yang saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh 
anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwi Harmyastuti, 
tetapi dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-





Sebelah Utara  : Rumah milik Alm. Mukiyo/Ny. Muntamah 
Sebelah Timur  : Rumah milik Alm. Ibu Tumar 
Sebelah Selatan  : Rumah milik Alm. Poniman/Ny. Wagiyem 
Sebelah Barat  : Jalan kampung 
3. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.749 atas nama Sudjini 
(Tergugat) yang terletak di Jl. Utara IV No. 9 Kelurahan Mojosongo 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 90 M2, 
yang saat ini baik tanah dan bangunan maupun dokumen kepemilikan 
dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah kosong 
Sebelah Timur  : Rumah Bp. Misri alias Tenis Sugiyanto 
Sebelah Selatan  : Jalan kampong 
Sebelah Barat  : Rumah Bp. Suhapso 
4. 1 (satu) unit mobil Avansa dengan Nomor Polisi AD 8686 ZY warna 
abu-abu Tahun 2012 dengan taksir harga Rp 130.000.000,- (seratus 
tiga puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat; 
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam 
dengan Nomor Polisi AD 2119 IS tahun 2014 dengan taksiran harga 
Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah yang saat ini dikuasai oleh 
Tergugat; 
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 





Jawa Tengah Nomor : 0083/Pdt.G/2015/PTA.Smg menetapkan Penggugat 
dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 
0511/AC/2015/PA.Ska; 
Bahwa terhadap harta bersama (harta gono gini) tersebut diatas, belum 
ada pembagian; 
Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bersama adalah 
harta benda yang diperoleh selama perkawinan; 
Bahwa sebagaimana juga telah diatur juga dalam pasal 97 Kompilasi 
Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau Duda cerai hidup, 
masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” 
Bahwa oleh karena itu Penggugat berhak atas setengah atau seperdua 
dari harta bersama (gono-gini) tersebut; 
Bahwa dari sikap, gerak gerik dan tindakan Tergugat yang 
mencurigakan, maka Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan atau 
memindah tangankan harta bersama (harta gono-gini) tersebut tanpa 
sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu perlu dilakukan sita jaminan/sita 
material sebelum pokok perkara ini selesai; 
Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan 





Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Surakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 
ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
e. Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan 
Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, 
dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumya datang menghadap dalam 
persidangan; 
f. Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh 
prosedur  mediasi dengan bantuan mediator Drs. Ali Widodo, namun 
mediasi tersebut tidak berhasil; 
g. Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-
duplik) antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tidak akan 
diuraikan dalam putusan akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis 
secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan; 
h. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat 
telah mengajukan bukti surat berupa: 
a. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta 
No.0530/Pdt.G/2014/PA.Ska., telah diberi materai cukup dan telah 
dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai 
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1; 
b. Foto copy Salinan Putusan banding No.083/Pdt.G/2015/PTA.Smg., 





dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua 
Majelis diberi tanda bukti P.2; 
c. Foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surakarta 
No.0511/AC/2015/PA.Ska., telah diberi materai cukup dan telah 
dinazegen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai 
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3; 
d. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3538 atas nama 
Drs. Sudjini yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kotamadya Surakarta, telah diberi meterai cukup dan 
telah dinazegelen, tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian oleh 
Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4; 
e. Foto fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara IV 
No.15 Kelurahan Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, telah 
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua 
Majelis diberi tanda bukti P.5; 
f. Foto fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara IV 
No.9 Kelurahan Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, telah 
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua 
Majelis diberi tanda bukti P.6; 
g. Foto fisik mobil Avansa dengan No.Pol. AD 8686 ZY, telah diberi 
meterai cukup dan telah dibazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis 





h. Foto fisik sepeda motor merek Honda Vario No.Pol. AD 2119 IS, 
telah diberi meterai cukup danm telah dinazegelen, kemudian oleh 
Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8; 
Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat 
juga telah menghadirkan bukti saksi di muka siding sebagai berikut
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: 
1. Indra Heriyanto bin Eman Suherman, umur 42 tahun, agama Islam, 
pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Gd. Sindoro V RT.03 RW.32, 
Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surtakarta; 
a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai 
menantu Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001; 
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 
istri, namun tahun 2014 telah bercerai; 
c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menjadi 
suami istri telah mempunyai harta bersama berupa 3 buah rumah 
yang berada di Jalan Malabar IV Nomor 15 dan 9 serta di Jalan 
Malabar Utara 1 No.6 Surakarta; 
d. Bahwa rumah yang di Jl. Malabar Utara IV No. 15 ditempati oleh 
Tergugat, rumah di Jl. Malabar Utara IV No. 9 ditempati oleh 
Penggugat dan di Jl. Malabar Utara 1 No. 6 ditempati oleh anak 
kedua Pengggugat dan Tergugat; 







e. Bahwa setahu saksi, di rumah Tergugat ada sebuah mobil Avansa 
No.Pol AD 8686 JZ, namun kata Penggugat bukan mobil mereka, 
mobil tersebut milik orang Sragen sebagai jaminan hutangnya; 
f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah 
mempunyai mobil Carry dan sepeda Motor Honda Supra X 125 
dan sekarang di tangan Tergugat; 
g. Bahwa saksi tahu ada sepeda motor Honda Supra X yang sudah 
lama diberikan anak nomor 2; 
h. Bahwa atas saksi tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa 
mobil Carry yang sudah lama dijual, sepeda motor Supra X 125 
dijual dan uangnya dibelikan sepeda motor Honda Vario secara 
kredit selama 3 tahun dan sudah berjalan 2 tahun dan kurang 1 
tahun yang setiap bulannya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu 
rupiah); 
2. Wawan Santoso bin Antok, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan 
swasta, bertempat tinggal di Jalan Malabar Utara 1 Nomor 6 RT.01 
RW.15 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; 
a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai 
menantu Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun lalu; 
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 
istri, namun tahun 2014 telah bercerai; 
c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menjadi 





Malabar utara IV Nomor 15 dan 9 serta di Jalan Malabar Utara 1 
No.6 telah di tempati oleh saksi; 
d. Bahwa rumah-rumah tersebut sudah ada ketika saksi menjadi 
menantu Penggugat dan Tergugat; 
e. Bahwa rumah Tergugat ada mobil Avansa, namun menurut 
Tergugat itu bukan miliknya, tetapi milik orang Sragen sebagai 
jaminan hutang yang tidak mrngangsur dan mobil tersebut berada 
di tangan Tergugat; 
f. Bahwa saksi telah mengetahui Penggugat dan Tergugat telah 
mempunyai sepeda motor Honda Supra X 125 yang dibeli secara 
kredit tetapi sudah lunas dan ada sepeda motor Honda Vario 
namun saksi tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum; 
3. Tri Wahyuwono bin Supomo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan 
swasta, bertempat tinggal di Jalan Malabar Utara II Nomor 13 RT.01, 
RW.15 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta; 
a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai 
tetangga Penggugat dan Tergugat sejak ada perumahan Malabar 
Utara Mojosongo; 
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 
istri dan telah cerai sekitar satu tahun yang lalu bahkan saksi 
sebagai saksinya Penggugat ketika bercerai; 
c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menjadi 





Malabar Utara IV Nomor 15 di tempati oleh Tergugat, rumah di 
Jalan Malabar Utara IV Nmor 9 di tempati anak nomor satu dan 
Penggugat sedangkan rumah di Jalan Malabar Utara I No.6 di 
tempati oleh anak nomor 2; 
d. Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu dirumah 
Tergugat ada sebuah mobil Toyota Avansa namun saksi tidak tahu 
mobil tersebut milik siapa; 
e. Bahwa sepengetahuan saksi ada sebuah Honda Vario yang 
sekarang dipakai oleh Tergugat nmun proses pembeliannya saksi 
tidak tahu; 
 Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan 
bukti tertulis sebagai berikut
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: 
1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.13423 yang dikeluarkan oleh 
Badan Pertahanan Nasional Kotamadya Surakarta, telah diberi 
meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan 
aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1; 
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.13422 yang dikeluarkan oleh 
Badan Pertahanan Nasional Kotamadya Surakarta, telah diberi 
meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan 
aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2; 
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.9289 yang dikeluarkan oleh 
Badan Pertahanan Nasional Kotamadya Surakarta, telah diberi 







meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan 
aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3; 
4. Foto copy Buku Tanah Milik No.1405 yang dikeluarkan oleh 
Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Boyolali, telah diberi 
meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan 
aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4; 
5. Foto copy STNK No.AD86 ZY atas nama Endah Sri Sulastari, 
mobil merek Toyota New Avansa, telah diberi meterai cukup dan 
telah dinazegelen, tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian 
oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5 
6. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Barang Penjamin atas 
nama Endah Sri Sulastari, telah diberi meterai cukup dan telah 
dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh 
Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6; 
7. Foto copy Surat Keterangan atas nama Tutik Pujiastuti, telah 
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan 
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti 
T.7; 
8. Foto copy Kwitansi Angsuran Motor Vario 125 Tekno tahun 
2014 No.Pol.AD 2119 IS atas nama Drs. Sudjini, S.Sos, M.Si, 
telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah 
dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi 





9. Foto copy STNK sepeda motor Vario 125 Tekno tahun 2014 
No.Pol.AD 2119 IS atas nama Drs. Sudjini, S.Sos, M.Si, telah 
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan 
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti 
T.9; 
10. Foto copy BPLB/STNK Motor Honda Supra X 125 NF125 
No.Pol AD 2018 RH atas nama Ika Harmyastuti, telah diberi 
meterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan 
aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10; 




1. Romli Haryadi bin Parto Ijoyo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan 
Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan Kedondong Dalem II No.378 
RT.02 RW.04 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang, Kota 
Semarang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai 
berikut: 
a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat 
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 
istri, namun tahun 2014 telah bercerai; 
c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menjadi 
suami istri telah memiliki beberapa rumah Mojosongo Surakarta, 
namun tidak mengetahuikepemilikannya; 







d. Bahwa saksi tahu Tergugat sebelum menikah telah mendapat 
bagian warisan berupa tanah dari orang tuanya seluas kira-kira 
1800 m.2 terletak di boyolali dan telah dijual sekitar 6 tahun yang 
lalu kepada Suratin, namun tidak tahu hasil penjualan kegunaannya 
untuk apa; 
e. Bahwa saksi tahu di rumah Tergugat ada sebuah mobil Avanza, 
namun menurut Tergugat itu bukan miliknya, mobil tersebut milik 
orang Sragen sebagai jaminan atas hutangnya dan saksi sekitar 2 
bulan lalu main ke tempat Tergugat dan mengetahui dalam surat 
mobil tersebut nama orang lain; 
f. Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mempunyai mobil Carry, tetapi 
sudah dijual; 
g. Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai sepeda motor Honda Vario 
125 namun saksi tidak tahu asal usulnya sepeda motor tersebut; 
2. Paryadi bin Yatno Raharjo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan 
swasta (property), bertempat tinggal di Desa Ngamplung RT.02 RW.04 
Metuk Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dibawah 
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi adalah keponakan ipar Tergugat dan kenal Penggugat 
sebagai mantan istri Tergugat; 
b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai; 
c. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan harta bersama 





d. Bahwa saksi tahu Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat 
telah mendapat bagian warisan berupa tanah di Boyolali dari orang 
tuanya seluas kira-kira 2000 m.2 dan telah dijual sekitar 6 tahun 
yang lalu kepada Suratin (kakak saksi); 
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan 
tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka 
ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan 
harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan majelis secara 
keseluruhan; 
Dalam kasus Sengketa Harta Bersama, bahwasanya Pengadilan 
Agama Surakarta mengadili kasus perkara Nomor: 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska yang berakhir dengan putusan: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 
2. Menetapkan harta berupa 
a. Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara 
IV No. 9 RT 01/15 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Sebelah Timur  : Jalan kampung/gang Jaya Wijaya 2 
Sebelah Selatan : Jalan kampung/Jalan Malabar Utara IV 





b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara 
IV No. 15 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah kosong 
Sebelah Timur  : Rumah Bp. Tenis Sugiyanto 
Sebelah Selatan : Jalan kampung/Jalan Malabar Utara IV 
Sebelah Barat  : Rumah Bp. Suhapso 
c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara I 
No. 6 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah Alm. Bp. Mukiyo 
Sebelah Timur  : Rumah Alm. Ibu Tumar 
Sebelah Selatan : Rumah Alm. Bp. Paiman 
Sebelah Barat  : Jalan Kampung/Jalan Malabar Utra I 
d. (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AD 
2119 IS tahun 2014, yang dibeli secara kredit dan saat ini masih 
dalam angsuran adalah harta bersama antara Penggugat dan 
Tergugat 
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama 
sebagaimana tersebut dalam poin 2(dua) masing-masing separo (1/2) 
bagian dan tidak bisa dibagi secara natural maka dapat dijual dimuka 
umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan 





4. Menyatakan sisa angsuran atas harta bersama pada angka 2d adalah 
hutang bersama Penggugat dan Tergugat; 
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang dalam 
diktum angka 4 (empat) tersebut masing-masing setengah bagian yaitu 
masing-masing membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 
6. Menolak dan menyatukan tidak menerima gugatan Penggugat 
selainnya: 
7. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.161.000,- (satu juata 
seratus enam puluh satu ribu rupiah). 
 
2. Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan menyelesaikan 
suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Surakarta telah 
berhasil mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap surat gugatan yang 
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register 




Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam masalah harta bersama 
ini sebagai berikut: 
Intan Pradita binti Suparmo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan 
swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta yang dalam hal ini telah memberi 







kuasa kepada Slamet Riyadi, SH., advokad yang beralamat di Jati RT.06 
RW.04 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo 
dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015, sebagai Penggugat 
Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 
MELAWAN 
Rusmanto bin Karsam, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan 
karyawan swasta, tempat Kota Surakarta, sebagai Tergugat 
Konvensi/PenggugatRekonvensi; Pengadilan Agama tersebut; Telah 
mempelajari berkas perkara; Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi 
di persidangan; 
DUDUK PERKARA 
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 
2015 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor Register 
0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. tanggal 06 Januari 2015, dengan 
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan 
pada tanggal 27 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, 
sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX, 
tertanggal 27 April 2008;  
2. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan perkawinan antara Penggugat 





kehidupan suami istri maka diantara Penggugat dan Tergugat telah 
melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukhul) tetapi belum 
dikaruniai anak;  
3. Bahwa selama perkawinan dan sampai dengan sekarang antara 
Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat kediaman bersama 
di Kota Surakarta;  
4. Bahwa dengan berjalannya waktu ternyata perkawinan antara 
Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung dengan mulus dan 
bahagia, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa, namun dalam perjalanannya tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang sakinah, mawadah, warohmah tidak tercermin lagi dalam 
kehidupan rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat, 
karena sering terjadi percekcokkan atau pertengkaran yang 
mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;  
5. Bahwa perselisihan/perecekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang 
sering terjadi tersebut, karena disebabkan oleh:  
a. Tergugat merasa lebih dominan dan egois dalam kehidupan sehari-
hari, karena Tergugat merasa sebagai kepala rumah tangga 





b. Tergugat sering pergi dan tidak pernah berpamitan kepada 
Penggugat sebagai istrinya, sehingga tidak diketahui pergi kemana 
dan dengan siapa;  
c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap 
diri Penggugat, sehingga menyinggung perasaan Penggugat. Dan 
akibat dari perkataan tersebut, Penggugat selaku istri merasa 
dirinya tidak dihargai dan dihormati lagi;  
6. Bahwa akibat suasana kehidupan rumah tangga antar Penggugat dan 
Tergugat yang sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus 
menerus dan sulit untuk diatasi, walaupun sudah berulangulang 
Penggugat berusaha memaafkan, akan tetapi kesabaran pasti ada 
batasnya dan Tergugat tidak juga berubah sikap dan perilakunya 
sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama di dalam 
suatu ikatan perkawinan;  
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut akhirnya antara 
Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi 
melakukan hubungan suami istri;  
8. Bahwa oleh karena itu hal-hal tersebut diatas telah cukup alasan bagi 
Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ini;  
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku;  
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat Penggugat 










1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;  
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 
SUBSIDAIR: 
 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan hukum 
yang seadiladilnya (ex Aequo et Bono); 
 Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan 
Tergugat telah datang menghadap di persidangan;  
1. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 
agar rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil;  
2. Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan 
Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. 
Mahmuddin, SH., MH. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta) 
dan berdasarkan laporan dari mediator dengan suratnya tertanggal 21 
Januari 2015 menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi 
tidak berhasil mendamaikan para pihak;  
3. Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan 
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa 







atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan 
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat Nomor 1, 2 
dan 3 (tentang pernikahan, tempat tinggal dan anak); 
b. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang telah 
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 
Tergugat tetapi membantah tentang penyebabnya; 
c. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sewenang-wenang kepada 
Penggugat, yang benar Tergugat menasihati Penggugat karena 
Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain; 
d. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada 
Penggugat, yang benar justru Penggugat yang sering pergi 
meninggalkan rumah sampai berhari-hari dan tidak diketahui kemana 
perginya; 
e. Bahwa tidak benar kalau Tergugat berkata kotor kepada Penggugat, 
yang benar justru Penggugat yang mendahului berkata kotor kepada 
Tergugat; 
f. Bahwa tidak benar kalau Penggugat telah mema’afkan atas kesalahan 
Tergugat, yang benar justru Tergugatlah yang mema’afkan atas 
kesalahan Penggugat; 
g. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat tetapi 
Tergugat menuntut agar harta bersama yang berupa tanah dan 





peralatan rumah harus diselesaikan untuk dibagi dulu secara adil; 
Bahwa Tergugat secara tertulis telah melengkapi jenis harta bersama 
yang dituntut untuk dibagi yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :  
1. Tanah seluas kurang lebih 56 M2 beserta bangunan rumah 
berlantai dua yang terletak di Kota Surakarta atas nama Intan 
Pradita istri Bapak Rusmanto dengan batas-batas: 
Sebelah timur  : Tanah kosong 
Sebelah barat  : Jalan kampong 
Sebelah utara  : Rumah 
Sebelah selatan : Tanah kosong 
2. Barang bergerak berupa :  
a. 2 unit Sepeda Motor: Yamaha Mio Soul atas nama 
Rusmanto(Tergugat) dengan Nomor Polisi AD 6134 IS Nomor 
Mesin I KP – 700781 Nomor Rangka MH 31 KP 003 EK 
700546 
b. Suzuki Sky Drav atas nama Intan Pradita (Penggugat) dengan 
Nomor Polisi AD 6203 FV Nomor Mesin F4A91D186210 
Nomor Rangka MH8CF48NA9J165272 b. Kulkas satu pintu 
merk GLACIO 
c. Mesin Cuci merk DEMPO  
d. Televisi 3 unit: Toshiba 29 inc Akira 14 incGiatek 15 inc  
e. Spiker Aktif dengan merk POLYTRON  





g. 1 set kursi sudut  
 Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah 
menyampaikan replik dan duplik secara tertulis yang isi pokoknya 
telah tercatat/termuat dalam berita acara sidang;  
1. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan 
Tergugat tentang gugatan rekonvensi tetapi tidak berhasil dan 
juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat 
untuk menyelesaikan masalah gugatan rekonvensi secara 
damai namun tidak berhasil damai;  
2. Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil 
gugatannya dan bantahan dalam rekonvensi, Penggugat di 
persidangan telah mengajukan bukti berupa: 
Surat: 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.1;  
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.2;  
3. Foto copy Surat Keterangan dari Bank BTPN yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 





4. Foto copy print out buku tabungan, yang telah bermeterai cukup 
dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.4;  
5. Foto copy Akta Jual Beli tanah, yang telah bermeterai cukup dan 
telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.5;  
6. Foto copy kwitansi pembelian LCD POLYTRON, yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.6;  
7. Foto copy Kartu Garansi pembelian mesin cuci, yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.7; 
Saksi: 
1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal 
di Kota Surakarta, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah 
memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut: 
a. Bahwa saksi mengenal Pengguat dan Tergugat karena saksi sebagai 
tetangga dekat; 
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-
isteri, tetapi belum mempunyai anak; 
c. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah 
bertempat tinggal bersama di di Sabrang Lor, Mojosongo, Jebres, 
Surakarta; 
d. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah 





e. Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat 
telah dua bulan pisah rumah Tergugat sekarang tinggal di mana 
saksi tidak tahu; 
f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 
tempat tinggal sendiri di Surakarta; 
g. Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tanahnya 
semula milik saksi tetapi telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 
pada sekitar tiga tahun yang lalu; 
h. Bahwa yang membayar pembelian tanah tersebut adalah ayah 
Penggugat dan sepengetahuan saksi uangnya pinjaman dari Bank 
BTPN Surakarta; 
i. Bahwa tanah tersebut luasnya 56 M2 dan dibeli dengan harga 
Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah); 
j. Bahwa seingat saksi, rumahnya di bangun pada dua tahun yang 
lalu; 
k. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat juga telah 
memiliki dua sepeda motor sedang untuk yang lainnya saksi tidak 
mengetahuinya secara pasti;  
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah 
tangga, tempat tinggal di Kota Surakarta di bawah sumpah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 





b. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami-
isteri tetapi sampai sekarang belum mempunyai anak; 
c. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah 
bertempat tinggal bersama di Surakarta; 
d. Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah 5 
bulan pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah adik saksi 
sedangkan Tergugat sekarang dimana saksi tidak tahu; 
e. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering 
bertengkar karena Tergugat kalau habis kerja langsung tidur tidak 
mau untuk kerja yang lain dan sewaktu bertengkar Tergugat pernah 
memukul Penggugat; 
f. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sekarang telah mempunyai 
pria idaman lain; 
g. Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat tidak sanggup untuk 
merukunkan keduanya lagi; 
h. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 
rumah di Surakarta; 
i. Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan 
Tergugat tanahnya dibeli pada 3 (tiga) tahun yang lalu dan uangnya 
dari ayah Penggugat yang meminjam dari Bank BTPN Surakarta; 
j. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut luasnya 56 M2 dan dibeli 





k. Bahwa saksi mengetahui rumahnya dibangun pada dua tahun yang 
lalu dan uang yang dipakai untuk membiayai adalah dari orang tua 
Penggugat; 
l. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah 
juga telah mempunyai dua sepeda motor, TV, kulkas, almari dan 
perabot rumah yang lain; 
Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan keterangan para saksi 
tersebut; 
Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan untuk 




1. Beberapa gambar/foto Penggugat bersama orang lain dalam beberapa 
acara dan aktivitas, yang kemudian diberi tanda T.1; 
2. Data dari beberapa hotel dan tempat yang pernah dikunjungi Penggugat, 
yang kemudian diberi tanda T.2; 
3. Foto Copy surat/tulisan tangan, yang telah bermeterai cukup dan telah 
cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda T.3; 
Saksi: 
1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat 
tinggal di Kota Surakarta, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah 
memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut: 







a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 
sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat; 
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-
isteri tetapi belum mempunyai anak; 
c. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah 
bertempat tinggal bersama di Surakarta; 
d. Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat sudah lama tidak harmonis karena Penggugat telah 
menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain; 
e. Bahwa saksi mengetahui, sejak setelah Penggugat mengajukan 
gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan 
rumahnya dikosongkan; 
f. Bahwa saksi mengetahui, tanah yang ditempati Penggugat dan 
Tergugat yang membeli orang tua Penggugat tetapi rumahnya yang 
membangun bersama-sama dan orang tua Tergugat juga ikut 
membantu mengerjakan;  
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, 
tempat tinggal di Kabupaten Klaten, saksi tersebut di bawah sumpah 
telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 
sebagai adik ipar Tergugat; 
b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-





c. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah 
bertempat tinggal bersama di Surakarta; 
d. Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah 
tidak rukun lagi dan sejak setelah gugatan diajukan Penggugat dan 
Tergugat pisah rumah; 
e. Bahwa setahu saksi, tanah dan rumah yang ditempati Penggugat 
dan Tergugat adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat; 
f. Bahwa saksi mengetahui, rumah yang ditempati Penggugat dan 
Tergugat dibangun bersama-sama dan orang tua Tergugat juga ikut 
membantu mengerjakan sebagai tukang, saksi dan teman-teman 
atau tetangga Tergugat dari Wonosari juga ikut membantu 
mengerjakan kadang diberi upah oleh Tergugat kadang tidak; 
g. Bahwa keluarga Tergugat telah mengetahui kalau Penggugat dan 
Tergugat ingin cerai dan telah menyerahkan kepada kehendak 
Penggugat dan Tergugat; 
h. Bahwa saksi sebagai keluarga Tergugat tidak sanggup untuk 
merukunkan Penggugat dan Tergugat; 
i. Bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan keterangan saksi 
tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan 
tidak akan mengajukan tanggapan apaun dan akhirnya mohon putusan; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka 





harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan majelis secara 
keseluruhan; 
Dalam kasus Sengketa Harta Bersama, bahwasanya Pengadilan Agama 
Surakarta mengadili kasus perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska yang 
berakhir dengan putusan: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian; 
2. Menetapkan harta yang berupa: 
a. Bangunan rumah berlantai dua yang berdiri di atas tanah milik 
Tergugat Rekonvensi Hak Milik Nomor 19546/SURAKARTA 
yang terletak di Kota Surakarta atas nama Intan Pradita istri 
Rusmanto dengan batas-batas : 
Sebelah timur  : Tanah kosong 
Sebelah barat  : Jalan kampong 
Sebelah utara   : Rumah 
Sebelah selatan : Tanah kosong  
b. Sepeda motor Yamaha Mio Soul atas nama Rusmanto(Tergugat) 
dengan Nomor Polisi AD 6134 IS Nomor Mesin I KP-700781 
Nomor Rangka MH 31 KP 003 EK 700546  
c. Sepeda motor Suzuki Sky Drav atas nama Intan Pradita 
(Penggugat) dengan Nomor Polisi AD 6203 FV Nomor Mesin 
F4A91D186210 Nomor Rangka MH8CF48NA9J165272  
d. Kulkas satu pintu merk GLACIO  





f. Televisi merk Akira 14 inc  
g. Spiker Aktif dengan merk POLYTRON  
h. 1 (satu) set kursi sudut adalah harta bersama Penggugat 
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak 1/2 (satu perdua) bagian 
dan Tergugat Rekonvensi berhak 1/2 (satu perdua) bagian dari harta 
bersama tersebut pada angka 2 (dua); 
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk 
membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 
(tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa 
dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat 
yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-
masing pihak; 
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;  
6. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi 
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.041.000,- (satu juta 




ANALISIS PUTUSAN NOMOR:0659/Pdt.G/2015/PA.Ska DAN NOMOR: 
0013/Pdt.G/2015/PA.Ska DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 
 
A. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama 
akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan 
Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
Pertimbangan hukum merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi 
Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara. Dalam 
pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga harus lebih teliti dalam memeriksa 
dan mengadili perkara tersebut, mulai dari barang bukti sampai saksi-saksi.  
Dalam putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska Hakim Pengadilan 
Agama Surakarta setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan 
pertimbangan hukum sebagai berikut: 
1. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang 
sah, yang menikah pada tanggal 16 April 1978; 
2. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah 
meninggalkan harta bersama sebagai berikut: 
a. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya yang dibeli 
pada tahun 1997 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3538 
atas nama Drs. Sudjini suami Ny. Titik Sugiyati yang terletak di Jl. 
Malabar Utara IV No. 9 RT 01/15 Kelurahan Mojosongo Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 99 M2, yang saat ini 
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secara de facto tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat 
tetapi dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-
batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah kosong 
Sebelah Timur  : Rumah Bp. Misri/Bp. Tennis Sugiyanto 
Sebelah Selatan  : Jalan Kampung 
Sebelah Barat  : Rumah Bp. Suhapso 
b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B. 3826 atas nama Sudjini 
(Tergugat) yang terletak di Jl. Malabar Utara IV No. 15 Kelurahan 
Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan luas kurang 
lebih 90 M2, yang saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh 
anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwi Harmyastuti, 
tetapi dokumen kepemilikan dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-
batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah milik Alm. Mukiyo/Ny. Muntamah 
Sebelah Timur  : Rumah milik Alm. Ibu Tumar 
Sebelah Selatan  : Rumah milik Alm. Poniman/Ny. Wagiyem 
Sebelah Barat  : Jalan kampung 
c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.749 atas nama Sudjini 
(Tergugat) yang terletak di Jl. Utara IV No. 9 Kelurahan Mojosongo 
Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 90 M2, 
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yang saat ini baik tanah dan bangunan maupun dokumen kepemilikan 
dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah kosong 
Sebelah Timur  : Rumah Bp. Misri alias Tenis Sugiyanto 
Sebelah Selatan  : Jalan kampong 
Sebelah Barat  : Rumah Bp. Suhapso 
d. 1 (satu) unit mobil Avansa dengan Nomor Polisi AD 8686 ZY warna 
abu-abu Tahun 2012 dengan taksir harga Rp 130.000.000,- (seratus 
tiga puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat; 
e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam 
dengan Nomor Polisi AD 2119 IS tahun 2014 dengan taksiran harga 
Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah yang saat ini dikuasai oleh 
Tergugat; 
3. Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat 
telah terbukti dan masing-masing pihak yang berperkara berhak atas 
harta-harta tersebut, sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi 
Hukum Islam; 
4. Menimbang, bahwa sebagian besar harta bersama dikuasai oleh 




5. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka gugatan 
Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima 
selebihnya; 
Menurut penulis, pembuktian adalah salah satu kesempatan untuk 
memberikan kebenaran atau suatu fakta berdasarkan alat bukti yang sah 
menurut hukum. Pembuktian sendiri diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata 
berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak 
orang lain, menunjukkan sesuatu pada peristiwa tersebut. 
Dalam putusan Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska berupa alat bukti tertulis 
dan bukti saksi-saksi; 
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan Penggugat telah 
mengajukan bukti surat; 
a. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta 
No.0530/Pdt.G/2014/PA.Ska., telah diberi materai cukup dan telah 
dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai 
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1; 
b. Foto copy Salinan Putusan banding No.083/Pdt.G/2015/PTA.Smg., 
telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen (di tetapkan 
berdasarkan Hukum dan sudah di lunasinya bea meterai), setelah 
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua 
Majelis diberi tanda bukti P.2; 
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c. Foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Surakarta 
No.0511/AC/2015/PA.Ska., telah diberi materai cukup dan telah 
dinazegen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai 
kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3; 
d. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3538 atas nama Drs. 
Sudjini yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kotamadya Surakarta, telah diberi meterai cukup dan telah 
dinazegelen, tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua 
Majelis diberi tanda bukti P.4; 
e. Foto fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara IV 
No.15 Kelurahan Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, telah 
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua 
Majelis diberi tanda bukti P.5; 
f. Foto fisik tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara IV 
No.9 Kelurahan Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, telah diberi 
meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis 
diberi tanda bukti P.6; 
g. Foto fisik mobil Avansa dengan No.Pol. AD 8686 ZY, telah diberi 
meterai cukup dan telah dibazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis 
diberi tanda bukti P.7; 
h. Foto fisik sepeda motor merek Honda Vario No.Pol. AD 2119 IS, 
telah diberi meterai cukup danm telah dinazegelen, kemudian oleh 
Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8; 
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Menimbang, Penggugat juga mengajukan seorang saksi ahli dan 2 
orang saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata 
cara agamanya dan keterangan mengenai apa yang dialaminya sendiri 
serta saling bersesuaian satu sama lain. 
Dari kasus di Pengadilan Agama Surakarta, sesuai dengan 
kewenangannya, dalam menyelesaikan perkara harta bersama telah 
diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa 
dan mengadili perkara tersebut. 
Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara harta bersama 
merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: 
harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama 
akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam putusan 
Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
Dalam putusan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska Hakim Pengadilan 
Agama Surakarta setelah memeriksa perkara tersebut, akhirnya memberikan 
pertimbangan hukum sebagai berikut: 
1. Menimbang hahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan 
pernikahan pada tanggal 27 April 2008,  
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2. Menimbang bahwa perselisihan/perecekcokan antara Penggugat dan 
Tergugat yang sering terjadi tersebut, karena disebabkan oleh:  
a. Tergugat merasa lebih dominan dan egois dalam kehidupan sehari-
hari, karena Tergugat merasa sebagai kepala rumah tangga 
sehingga memperlakukan Penggugat secara sewenang-wenang; 
b. Tergugat sering pergi dan tidak pernah berpamitan kepada 
Penggugat sebagai istrinya, sehingga tidak diketahui pergi kemana 
dan dengan siapa;  
c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap 
diri Penggugat, sehingga menyinggung perasaan Penggugat. Dan 
akibat dari perkataan tersebut, Penggugat selaku istri merasa 
dirinya tidak dihargai dan dihormati lagi;  
3. Menimbang bahwa akibat suasana kehidupan rumah tangga antar 
Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan/pertengkaran 
secara terus menerus dan sulit untuk diatasi, walaupun sudah 
berulangulang Penggugat berusaha memaafkan, akan tetapi kesabaran 
pasti ada batasnya dan Tergugat tidak juga berubah sikap dan 
perilakunya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama 
di dalam suatu ikatan perkawinan; 
4. Menimbang bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut akhirnya 
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah 
lagi melakukan hubungan suami istri;  
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5. Menimbang bahwa oleh karena itu hal-hal tersebut diatas telah cukup 
alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ini;   
6. Menimbang bahwa Tergugat tidak keberatan untuk cerai dengan 
Penggugat tetapi Tergugat menuntut agar harta bersama yang berupa 
tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, sepeda motor dan 
sejumlah peralatan rumah harus diselesaikan untuk dibagi dulu secara 
adil;  
 Menimbang bahwa Tergugat secara tertulis telah melengkapi jenis 
harta bersama yang dituntut untuk dibagi yang pada pokoknya yaitu 
sebagai berikut:  
1. Tanah seluas kurang lebih 56 M2 beserta bangunan rumah 
berlantai dua yang terletak di Kota Surakarta atas nama Intan 
Pradita isteri Rusmanto dengan batas-batas: 
Sebelah timur  : Tanah kosong 
Sebelah barat  : Jalan kampong 
Sebelah utara  : Rumah 
Sebelah selatan : Tanah kosong 
2. Barang bergerak berupa:  
a. 2 unit Sepeda Motor: Yamaha Mio Soul atas nama Rusmanto 
(Tergugat) dengan Nomor Polisi AD 6134 IS Nomor Mesin I 
KP-700781 Nomor Rangka MH 31 KP 003 EK 700546 
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b. Suzuki Sky Drav atas nama Intan Pradita (Penggugat) dengan 
Nomor Polisi AD 6203 FV Nomor Mesin F4A91D186210 
Nomor Rangka MH8CF48NA9J165272 
c. Kulkas satu pintu merk GLACIO  
d. Mesin Cuci merk DEMPO  
e. Televisi 3 unit: Toshiba 29 inc Akira 14 incGiatek 15 inc  
f. Spiker Aktif dengan merk POLYTRON  
g. VCD Player 2 unit, Sony dan Polytron  
h. 1 set kursi sudut  
Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan 
replik dan duplik secara tertulis yang isi pokoknya telah tercatat/termuat 
dalam berita acara sidang;  
1. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 
tentang gugatan rekonvensi tetapi tidak berhasil dan juga telah 
memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan 
masalah gugatan rekonvensi secara damai namun tidak berhasil 
damai; 
2. Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya 
dan bantahan dalam rekonvensi, Penggugat di persidangan telah 







a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.1;  
b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.2;  
c. Foto copy Surat Keterangan dari Bank BTPN yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.3;  
d. Foto copy print out buku tabungan, yang telah bermeterai cukup 
dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.4;  
e. Foto copy Akta Jual Beli tanah, yang telah bermeterai cukup dan 
telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.5;  
f. Foto copy kwitansi pembelian LCD POLYTRON, yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.6;  
g. Foto copy Kartu Garansi pembelian mesin cuci, yang telah 
bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian 
diberi tanda P.7; 
Menimbang, Penggugat juga mengajukan seorang saksi ahli dan 2 
orang saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata 
104 
 
cara agamanya dan keterangan mengenai apa yang dialaminya sendiri serta 
saling bersesuaian satu sama lain. 
Dari kasus di Pengadilan Agama Surakarta, sesuai dengan 
kewenangannya, dalam menyelesaikan perkara harta bersama telah 
diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menerima, memeriksa 
dan mengadili perkara tersebut. 
Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara harta bersama 
merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: 
harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam: janda atau duda cerai 
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
 
C. Pandangan yuridis dan pandangan fiqh terhadap putusan Nomor: 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
Dalam kasus sengketa harta bersama, bahwasanya Pengadilan Agama 
Surakarta mengadili kasus perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska yang 
berakhir dengan putusan: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 
2. Menetapkan harta berupa 
a. Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara IV 
No. 9 RT 01/15 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut: 
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Sebelah Utara  : Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Sebelah Timur  : Jalan kampung/gang Jaya Wijaya 2 
Sebelah Selatan  : Jalan kampung/Jalan Malabar Utara IV 
Sebelah Barat  : Rumah Bp. Alexander Ali 
b. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara IV 
No. 15 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah kosong 
Sebelah Timur  : Rumah Bp. Tenis Sugiyanto 
Sebelah Selatan  : Jalan kampung/Jalan Malabar Utara IV 
Sebelah Barat  : Rumah Bp. Suhapso 
c. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Malabar Utara I 
No. 6 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
dengan batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Rumah Alm. Bp. Mukiyo 
Sebelah Timur  : Rumah Alm. Ibu Tumar 
Sebelah Selatan  : Rumah Alm. Bp. Paiman 
Sebelah Barat  : Jalan Kampung/Jalan Malabar Utra I 
d.  (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi AD 
2119 IS tahun 2014, yang dibeli secara kredit dan saat ini masih 
dalam angsuran adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 
e. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama 
sebagaimana tersebut dalam poin 2(dua) masing-masing separo (1/2) 
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bagian dan tidak bisa dibagi secara natural maka dapat dijual dimuka 
umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya 
diserahkan kepada masing-masing pihak; 
f. Menyatakan sisa angsuran atas harta bersana pada angka 2d adalah 
hutang bersama Penggugat dan Tergugat; 
g. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang 
dalam diktum angka 4 (empat) tersebut masing-masing setengah 
bagian yaitu masing-masing membayar sejumlah Rp. 3.000.000,- 
(tiga juta rupiah); 
h. Menilak dan menyatukan tidak menerima gugatan Penggugat 
selainnya: 
i. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.161.000,- (satu juata 
seratus enam puluh satu ribu rupiah); 
 
D. Pandangan yuridis dan pandangan fiqh terhadap putusan Nomor: 
0013/Pdt.G/2015/PA.Ska. 
 Dalam kasus sengketa harta bersama, bahwasanya Pengadilan Agama 
Surakarta mengadili kasus perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska yang 
berakhir dengan putusan: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;  
2. Menetapkan harta yang berupa : 
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a. Bangunan rumah berlantai dua yang berdiri di atas tanah milik 
Tergugat Rekonvensi Hak Milik Nomor 19546/SURAKARTA 
yang terletak di Kota Surakarta atas nama Intan Pradita isteri 
Rusmanto dengan batas-batas : 
Sebelah timur  : Tanah kosong 
Sebelah barat  : Jalan kampong 
Sebelah utara   : Rumah 
Sebelah selatan : Tanah kosong  
b. Sepeda motor Yamaha Mio Soul atas nama Rusmanto(Tergugat) 
dengan Nomor Polisi AD 6134 IS Nomor Mesin I KP-700781 
Nomor Rangka MH 31 KP 003 EK 700546  
c. Sepeda motor Suzuki Sky Drav atas nama Intan Pradita(Penggugat) 
dengan Nomor Polisi AD 6203 FV Nomor Mesin F4A91D186210 
Nomor Rangka MH8CF48NA9J165272  
d. Kulkas satu pintu merk GLACIO  
e. Televisi merk Toshiba 29 inc  
f. Televisi merk Akira 14 inc  
g. Spiker Aktif dengan merk POLYTRON  
h. 1 (satu) set kursi sudut adalah harta bersama Penggugat 
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak 1/2 (satu perdua) bagian 
dan Tergugat Rekonvensi berhak 1/2 (satu perdua) bagian dari harta 
bersama tersebut pada angka 2 (dua); 
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4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk 
membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 
(tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa 
dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat 
yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-
masing pihak; 
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;  
6. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi 
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.041.000,- (satu juta 
empat puluh satu ribu rupiah); 
Menurut penulis, gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian karena 
gugatannya berlebihan yaitu semua hutang harus ditanggung seorang suami. 
Sedangkan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: 
a. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan 
pada hartanya masing-masing. 
b. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 
c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 
d. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta 
isteri. 
Dan juga dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 121 berkenaan dengan 
beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua hutang yang dibuat 
masing-masing suami istri selama perkawinan. Jadi, terkait hutang selama 
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perkawinan ditanggung bersama. Kemudian Penggugat juga menyebutkan 
dalam gugatannya tentang sepeda motor Suzuki Spin dan Honda Kharisma 
tatkala pemeriksaan setempat sudah tidak ada barangnya dan Pengggugat 
tidak dapat menunujukkan BPKB serta No Polisi. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat 1 disebutkan bahwa harta 
bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa harta berwujud 
dan harta yang tidak berwujud, kemudian dalam persengketaan harta bersama 
pada perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska 
adalah benar-benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. 
Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat 2 
yaitu harta bersama yang berwujud dapat berupa benda tidak bergerak dan 
harta yang dapat bergerak dan surat-surat berharga. 
Kemudian dengan ditemukan fakta-fakta pada duduk perkara Nomor 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska maka 
gugatan Penggugat telah terbukti dan masing-masing pihak yang berperkara 
berhak atas harta-harta tersebut, sepenuhnya hal ini sesuai dengan ketentuan 
Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 97. 
Bahwasanya harta bersama yang terdapat dalam perkara Nomor 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska antara 
Penggugat dan Tergugat serta beban-bebannya menjadi tanggung jawab 
kedua belah pihak. Didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 yaitu 
pertanggung jawaban atas hutang suami istri dibebankan harta masing-
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masing. Kemudian KUHPerdata Pasal 121 juga menyebutkan berkenaan 
dengan beban-beban maka harta bersama itu meliputi semua hutang yang 
dibuat oleh masing-masing suami istri  baik sebelum perkawinan atau setelah 
perkawinan (KUHPerdata 130 dst., 163, F. 62) 
Mengenai isi putusan Pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang 
No. 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa: 
1. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan 
tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili. 
2. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus 
dan panitera yang ikut serta bersidang 
3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan, dan berita acara 








Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai putusan  
pembagian harta bersama Majelis Hakim di Pengadilan Agama Surakarta, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 
0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah 
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 
Kompilasi Hukum Islam: 
a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas 
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan. 
2. Pandangan yuridis dan fiqh dalam pembagian harta bersama di Pengadilan 
Agama Surakarta  dalam Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan  
Putusan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska Putusan Pengadilan Agama, 
adalah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 







1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama 
hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara yang 
baik, dengan cara itu masalah dapat selesai dengan cepat. Apabila kasus 
persengketaan terkait harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama maka 
permasalahan akan lama dan membutuhkan proses yang lama. 
2. Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah semoga penelitian 
ini dapat membantu menambah refrensi dan diharapkan peneliti 
selanjutnya dapat membahas topik yang bervarian.  
